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Konvensi Internasinonal tentang Perlindungan Hak-Hak
Selurwh Pekerja Migran dan Anggola Keluarganya

Disahkan Melalwi Resclusi Majelis Umum PBB 45 /158
pada tanggal 18 Desember 1990

Fembukaan

Negara-Negara Pihak Konvensiini,

Memperhotikan  prinsip-preinsip yang lerkandong dalam
instrumen-instrumen dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai
hale asasi manwsia, khususnya Dellarasi Universal Hale Asasi
Lanusia,! Kovenan Internasional tentang Halk-Hale Elconomi, Sosial
dan Nudaya® Kovenan Internasional tentang [lak-lIak Sipil dan
Politik,s Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semala
Bentuk liskriminasi Rasial® Konwvensi Internasional tentang
Penghapusan Sepala Benlok Diskriminasi lerhadap Wanita? dan
Konvensi lenlang Hak-Hale Analg?

Memperhatikan juga prinsip-prinsip dan standar-standar yang
ditetajkan lebih lanjul dalam instromen-instrumen lerkail yang
diuraikan dalam kerangka kerja Organisasi Buruh Internasional
(Internalional Labaur Oreanisalion - 1IL0O), khosusnyd Konvensi
tentang Migrasi untult Belerja [No.97), Konvensi tentang Migrasi
dalam Kondisi Teraniaya dan Pemajuan Kesetaraan Kesempatan
dan Perlakuan bagi Pekerja Migran [Np.143), Rekomendasi
menpena Migrasi untuls Bekerja [No.86), Relkomendasi mengenai
Pekerja Migran (No.151), Konvensi tentang Kerja Paksa atau Wajib
(N 109), dan Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa
(Ne.105),

1 Resalusi 217 A (111,
* Resalusi 2200 A (XX, lanpiran
3 Hesolusl 2106 & (XX, lampiramn
1 lesolusi 347080, lampiran.
AReaalusd 44025, lmpiran
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Menegoskun kembali penlingnya prinsip-prinsip yanp Lerkandung
dalam Konvensi menentang Diskriminasi dalam Pendidikan dari
Drganmisasi  Pendidikan, [(Imu  Pengetahuan dan  Kebudayaan
Perserikatan Bangsa-Dangsa [United Nations Lducational,
SvienLifie and Coltural Organization - DNIESCO)2

Mengingat Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Fenghultuman Lain yang Kejam, Tidalk klanusiawi atau
Merendahkan Derajat Manusia® Deklarasi Kongres Keempat
Perserikalan Banpsa-Banpsa tenlangy Pencegahan Kejabatan dan
Pembinaan Pelaku Kejahalan,? Aluran Berperilaku para Pejabal
Penegal [Tukum,? dan Konvensi-konvensi terkait Perbudalkcan, 19

Mengingat batrwa salah satu Lojuan 110, sehagaimana dicantomban
dalam Konstitusinyz, adalah melindungi kepenlingan para pekerja
ketilta merelza dipekerjalkkan di negara-negara vyang bukan
negaranya sendiri, dan mengingat keahlian dan pengalaman
oroanisasi tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan para
pekerja migran dan anggota keluarganya,

Mengokoi pentingnya pekerjaan yang elah dilakokan  terkait
dengan para pelerja mipgran dan angeola keloarganya  pada
herbagai badan Perserikatan Dangsa-Bangsa, khusvsnya Komisi
Hak Asasi Manusia dan Komisi unlok Pembangonan sosial, dan
dalam Organisasi Pertanian dan Pangan Perserilatan Banpsa-
Bangsa, UNESCO, dan Organisasi Kesehatan Dunia, dan juga dalam
organisasi internasional lain,

Mengahui pula kemajuan yang telah dicapai cleh beberapa Negara
secard hilateral dan regional, menuju perlindungan hake-hak para

£ Porserikatan Bangsa Rangsa, Seri Porjanjian, vl 429, Ko 5193
?Resalusd 39044, lmpivan
i l.j.hd.l- 7 ! i I AT Tayp . i1 L i F . L 2 £
Eejubalun dan Perlabkvan Bagi Para Pelanggur Hukom, Keole, Jepung, 17-Z6
Avudtous 1970: laperan vany dipersiapkan eleh Sekrelariol [publikasi Perserikinan
Bangsa Bangsa, Ponjualan Mo, 7LV 8.

= Hesolusl $4,016Y, lampiran.

1 Lihat Hak Asasi Manusia: Sebuah Kempilasi nsmumen Internasional {publikasi
Forsorikatan Tangsa Dangsa, Penjualan Mo TLABXTY 1),
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pekerja migran dan anggota keluarganya, juga pentingnya dan
manfaat perjanjian-perjanjian bilateral dan multirateral dalam
bidang ini,

Menvodorei penlingnya  dan loasnya  masalah migrasi,  yang
melibalkan jutaan manwsia dan mempenparubi sejurnlaby besar
Nerara dalam ltomunitas internasional,

Menyadori dampak arus pekerja migran lerhadap Nepara-Negara
dan bangsa-bangsa yang terkait, dan menginginkan ditetaplkannya
norma-nerma yangy dapal berkonlribusi lerhadap  harmonisasi
sikap Negara-Negara tersebut melalui penerimaan prinsip-prinsip
dasar mengenai perlakoan Lerhadap para pekerjg migran dan
anggota keluarganya,

Mempertimbangian situasi kerentanan yang seringkali dialami
para pekerja migran dan anggota keluarganya, antara lain, karena
ketidakberadaan mereka di Negara asal, dan karena kesulitan-
kesulitan yang mungkin mereka hadapi yang timbul sehagai akibat
dari keberadaan merela di Wegara tempat merelsa belerja,

Meyakini babwa hak-halk para pekerja migran dan angpgola
keluarganya belum dialoni secara memadai di mana pun dan oleh
karens ilu mengharuskan perlindungan inlernasional yanp Lepat,

Memperiimbangkon  bahwa  migrasi sering  mengakibatkan
miasalali-masalah yane serius bagi angpola keluargs para pekerja
migran dan juga bagi pekerja ilu sendiri, khososnya karena
terpisahnya keluarga tersebut,

Meangingut bahwa masalab-masalabh kemanosiaan yang  Lerkail
dengan migrasi menjadi lehih serivs dalam kasus migrasi tak-
reguler dan pleb karenz itw meyakini bahwa tindakan yang lepal
harus dideoromg dalam rangka mencegah dan menghapuskan
peroerakan dan perdamangan para pekerja nieran secara pgelap.
dan sementara itu memastikan adanya perlindungan hak asasi
manusia lundamental merelka,

I
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Memiperiimbongkon bahwa para pekerja yane lidale memiliki
dotkumen alau yang berada dalam sitvasi lale-regaler seringlali
dipekerjakan dalam kondisi kerja yang kurang layak dibandinglean
dengan pekerja lain dan bahwa sebagian majikan terdorong untuk
mencari pekerja semacam ilu unluls mempersleh keanlunean dari
persaingan vang Lidak sebal,

Jugo mempertimfemgkan bahwa pilihan untuk mempekerjakan
pekerja migran yang berada dalam siluasi lak-reguler alsaan Lidak
dipertimbanglsan jilka hale dasar dari pekerja migran lebih dihargai
secara lvas, dan lehih lanjut lagi, hahwa pemberian seperanglat
hak  Lambahan  kepada para pekerja migran dan anggola
keluarganya dalam situasi reguler akan mendoronp seluruh
pekerja migran dan majikan untul menchormati dan mematuhi
hukum dan prosedur yang ditetapkan oleh Negara-Negara yang
bersanglutan,

Mevalkini adanya kebuluban untulk mewujudkan  perlindungan
internasional  Lerhadap  hak-halk seluroh pekerja migran dan
anggota keluarganya, menegaskan kembali dan menetapkan
norma-norma dasar dalam konvensi yang menveluruh yang dapat
titeraplaan secara universal,

Telah menyepakatl hal-hal sebagai rerilut

BAGIAN I
Ruang lingkup dan definisi
Pasal 1

1. Konvensi ini berlaka, kecuali jika dilenlukan sebalilkoya, bagl
seluruh  pekerja migran dan anggota kelvarganya tanpa
pembedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulil, hahasa,
apamma atan  kepercayan,  pendapat  pelitik alaw  lain-lain,
kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia,
kedudukan  ekomomi, kekayaan, =status  perkawinan, =tatus
kelahiran ataw lain-lain.

a
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2. Kvnvensi ini berlaky selama selurub proses miprasi para
pekerja migran dan angoota keluarganya, yang terdiri atas
persiapan untuk migrasi, keherangkatan, transit dan keseluruhan
masa tinggal dan alktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja, dan
juga kembalinya ke MNegara asal atau Negara tempat tinggal
merela.

Pasal 2
Untuk tujuan Konvensi ini

1. istilah "pelerja migran” mengaca pada seseorsng yang alan,
tengah, ataw telah melaltulian aktivitas yang dibayar di suatu
Negara di mana ia bulian merupakan warpa nepara;

2. [a) istilah “pelcerja lintas hatas” mengacu pada pekerja misran
yang bertempat tinggal di snatu Negara tetangga yvang ia biasa
pulang seliap hari alaw setidaknya sekali dalam seminepog

(b) istilah “pekerja musiman” mengacu pada pekerja migran
yang sifat pekerjaannya bergantung pada kondisi musiman dan
dilalukan hanya dalam sebagian waktu setiap tahunnya;

(e] istilah "pelaut” yang mencakup nelayan, mengacu pada
seprang pekerjd migran yang dipekerjakan di alas kapal yang
terdaftar di svatu Negara yang ia bukan merupakan warga
MERATAINY;

(d) iztilah "pekerja pada instalasi lepas pantai” mengacu pada
pekerja migran yang dipekerjakan pada suatu instalasi lepas
pantai yang berada di bawah yurisdilssi suatu Negara yvang ia
bulian mermpalian wargs neparay:

(e) istilah "pelerja keliling” mengacu pada seorang pelerja
migran yang harus hepergian ke Negara atau Negara-Negara
lain  untuk walttu singliat sehubungan  dengan  sifat
pekerjaannya, sedang ia hertempat tinggal sehari-hari di suatu
Nepard;

I
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(I) istilah “"pekerja proyek” menpacu pada seorang pekerja
migran yang diterirma di soalu Negara Lujoan kerja untok janpla
waktu kerja tertentu semata-mata untuk proyek tertentu yang
dilaksanakan di Megara tersebut aleh majikannya;

(2] islilah "pekerja dengan pekerjaan lerleniu” mengaca pada
pekerja migran yang :

[i] dipelkerjakan oleh majillannya untul janglka waldtu yang
terbatas dan tertentu ke suatu Negara tujuan kerja, untuk
melak ukan Lugas alau pekerjaan Lerlentu;

(i) untuk jangka waktn wyang terhatas dan tertentu
melakokan  pekerjaan yang  memerlukan keahlian
profesional, komersial, telknis, atau keahlian sangal khusus
lain; atau

(i1} atas permintaan majikannya di Negara tujuan kerja,
untuk jangka waktu vang terbatas dan tertentu, melakukan
pekerjaan  yang Dbersilal  sementara alaw singkat;  dan
dibaroslan untuk meninggallkan Negara lWjuan kerja, baik
pada saat berakhir izin tinggalnya atau sebelumnya, apabila
ia tidak lagi melakukan tugas atau kewajiban tertentu yang
diperinlabkan kepadany;

(h) istilah “pekerja mandiri® mengacu pada pekerja migran
yang melakuban aklivitas yang dibayar dan Lidak berada di
hawah perjanjian kerja, mencari natkkah melalui kegiatan ini
seprang diri atan bersama angeota Keluarganya, serta pekerja
nupran lain yane diakw sebagal pekerja mandici menuwrcad
kerntentuan holkom yang berlaka di nepara tujuan bekerja alaw
menurut perjanjian bilateral atau multilateral.

Pasal 3

Konvensi ini Lidak boleh berlako bagi -

(a) orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan aleh organisasi
dan hadan-badan internasional, atan oleh suatu Wegara di luar

e
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wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, yang kedatangan dan
slatosnya  dialor oleh huliom internasional umom ataw oleh
perjanjian internasional atau konvensi lthusus;

(b) vrang-vrang yang dikirim atau dipekerjalan oleh sualu Negara
atau atas nama Negara di luar wilayahnya, vang berpartisipasi
dalam program pembangunan dan program kerja sama lain, yang
kedalanpan dan slatusnya dialur oleh perjanjian dengan Negara
lujuan kerjqa, dan yane sesuai denpan perjanjizn lersebol, lidak
diangpap sebapai pekerja migran;

() orang-orang yvang bertempat tinggal di Negara vang berbeda
tensan Nesara asalinya sebaeal penanam modal;

(d) pengungsi atan orang tanpa kKewarganegaraan, kKecuali
ketentuan tentang hal ini ditetaplkan dalam ketentuan hulowm
nasional, atau dalam instrumen internasional vang herlaku hagi
MNerara Pihak tersebut;

(e) pelajar dan peserta pelatihan;

(f) pelaut dan pekerja pada suaty instalasi lepas pantai yang
belum memperoleh izin tinggal dan melakukan alktivitas yang
dihayar di Negara tujuan kerja.

Pasal 4

Untule Lujuan Konvensioini, istilah "anggota keluarga” mengacu
pada aorang-orang yang kawin dengan pekerja migran atau
miempunyal hubungan dengannya, yang menural hukum yang
berlalku beralibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anal
mereka yang menjadi tanggungan dan orang-orang lain yang
menjadi langeungan mereka yang dialui sebagai angeola keluarga
berdasarkan kelenluan huloam  yang  berlaka, alaw menwrad
perjanjian hilateral atau multilateral antara Negara-Negara yang
bersangelutan.

Paxal 5

Untuk tujuan Kenvensi ini, para pekerja migran dan anggola
keluarganya

4
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(a) dianggap telal memiliki dolumen atau berada dalam sitvasi
reguler apabila mereka diizinkan masuk. bertempat tinggal dan
melalukan alktivitas yang dibayar di Nepara tujuan leerja, sesuai
dengan hukum Negara lersebul  dan perjanjian-perjanjian
internasional yang Negara tersebul menjadi pihal;

(b) diangpap tidak memiliki debkumen atan berada dalam siloasi
tak-reguler apahila mereka tidak mematuhi ketentoan yang diatur
dalam sub-ayat (a) Pasal ini.

Pasal 6
Untuk lujuan Konvensiin

(a) islilah "Wegara asal” berarll negara dimana orang  yane
bersanghkutan merupakan warga Negara,

(b} istilah "Negara twjoan kerjd” berarl negara dimana pekerja
migran akan, tengah atau telah melakukan aktivitas yang dibayar,
sebagaimana adanya;

(c) istilah "Negara transit” adalah negara yvang disinggahi oleh
erang yange bersanglialan dalam pealanan ke nepara Lujuan kerja
atau dari negara tujuan kerja ke negara asal atan tempat
Linggalnya.

BAGIANII
Non-diskriminasi dalam Kaitan dengan hak
Pasal 7

Negara-Wegara Pihak berupaya, sesual dengan instrumen-
instrumen  inlernalional lenlang hak asasi manusia, antulk
menpghormalti dan memastikan semua pekerja mipran dan anggola
keloarganya  dalam wilayahnya  alaw yang  wnduk  pada
yuridiksinya mempernleh hak-hak yang diatur dalam Konvensi ini
tanpa pembedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit,
bahasa, agama atau kepercayaan. pendapat politile ataw lain-lain,
kebangsaan, asal-usul etnis ataw sosial, kewarganepara:n, usis,
keduduklan  ekanomi,  kekdayoan, stalus  perkawinan,  statos
kelabiran ataw lain-lain,

e
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BAGIAN III

Hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran
dan anggnta keluarganya

Pazal &

1. Para pekerja migran dan anggola keluarganys harus bebas
unluk meningpallkkan nepara mana pun, lermasulk negara asal
mereka. Ilak ini tidak boleh dibatasi kecuali sebagaimana
ditetapkan nleh hokum, diperlukan unwk melindungi keamanan
nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral umum, atau hak-
hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan
halk-halk lain yang diakui dalam Konvensi ini.

2. Para pekerja migran dan anggola keloarganya harus memililki
hal unlok memasula dan Linggal di nevara asalnya seliap saal.

Pasal 9

Hale hidup para pekerja migran dan anggola keluarganya haros
dilindungi oleh hukum.

Pasal 10

Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya bolel
dijadilsan sasaran penyiksaan alau perlakuan alau penghukuman
vang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Pa=al 11

1. Tidak seorang pun pekerja migran alau anpeola keluarganya
hrleh diperbudak atan diperhambalan.

2. Tidak seorang pun pekerja nmiigran atau angeota keluarganya
buleh diwajiblkan anlul melakulan kerja paksa alaw kerja wajib.

3. Di Nepara-Negara yanp memberlakokan pemenjaraan dengan
kerja kasar sebagai hukuman atas sualu kejahatan, ayat 2 Pasal ini
Lilale boeleh mengecualikan pelaksananan kerja kasar lersebat
sesual  dengan  keputusan hukuman cleh pengadilan  yang
berweniang.

I
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4. Untuk tujuan Pasal ini, istilabh “kerja paksa atau kerja wajib”
Lidals bileh mencaloop

(@) setiap pekerjman atau jasa yang tidak disebutlan dalam ayat
3 Pasal ini yang hiasanya diwajiblkan kepada orang yang ditahan
Alas perintah yang sah dari pengadilan alaw kepada vrang yang
tengalh menjalani pembebasan Dbersyarat dari penahanan
tersebut;

(b) setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam
keadaan darurat atau hencana yang mengancam kehidupan
Alau penghiduopan masyaralat;

(¢) seliap pekerjoan atau jasa yang merupakan bagian dari
kewajiban sipil umum sepanjang pekerjaan ilu divajibkan juga
kepada warpga nepara dari Negara yang bersanplkulan,

Pa=al 12

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki
hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini
harus mencakup kehebasan untuk memeluk atau menganut suatu
Agama alau kepercayaan atas piliban dan kebebasannys unlok
menjalanlsan agama ataw kepercayaan dalam beribadah, penaatan,
pengamalan, dan pengajaran,  secara sendivi atawn dalam
masyarakal bersana-sama dengan vrang lain, baik di lempal
umum atau pribadi.

2. Para pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh
menjadi  sasaran  pemalksaan yang  dapat  mengganggu
kehehasannys  untuk memeluk  alau menganul  agama alau
kepercayaan pilibiaonnya.

3. Kebebasan wuntuk menjalankan agama atan  kepercayaan
sereorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum dan demi
melindungi  keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral
masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan-kehebazan fundamental
arang lain.

2]
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4. Negara-Negara Pihak dalam Kenvensi ini berupaya untuk
menphormati kebebasan para orang tua, yang selidakoya salah
satu  di  antaranya adalah  pekerja migran, dan apabila
dimungkinkan, wali yang sah, untuk memastikan hahwa
pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesual
tdengan keyalkinan niereka sendirl.

Pa=al 13

1. Para pekerja migran dan angpola keluarganya haros mernilili
hak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Para pelerja migran dan anggota keluareanya harus menilild
hak atas kebehasan herekspresi; hak ini harus termasuk
kebehasan vntuk mencari, menerima dan memberilean informasi
tan gapasan apa pun, leclepas dari pembalas-pembalas, bailk
sevara lisan, Lalisan ataw dalam bentuk cetalan, karya seni, atau
melalui media lain pilihannya.

4. Pelaksanaan hak yang ditentulkan dalam ayat 2 Pasal ini
menimhulkan kewajiban dan tanggung jawabh khusus. Qleh karena
itu, pelaksanaan hak ini dapat dikenai pembatasan tertentu yang
hanya boleh dilakulan seswai denpan kelenluan hukom dan
diperlulan ;

(a1} unlulk menghormali hale-hak atao nama baile orang lain;

(I} untuk melindungi keamanan nasional Negara-Negara yang
hersangkutan atau ketertiban umum atau kesehatan puhlik atau
moral;

(€] untuk tujuan mencegah segala propaganda perang;

(d) untuk tujuan mencegah segala upayva yvang mendorong
kehencian berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama yang
merupakan  penghasutan wntuk melalukan diskreiminasi,
permusuhian, atau tindak kelterasan.

Pa=al 14

Idak seqrang pun pekerja migran atau anggota keluarganya baleh
SEUArY Sewenany-wenang alaw sevara lidak sah dipanpgu dalam hal
urusan pribadi, keluarga, rumah langea, korespondensi, alau

EE
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komunikasi lain, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan
nama bailinys. Seliap pekerja migran dan angpola keluarganya
harus memililki hale atas perlindungan hulum terhadap gangguan
alaw seranpan seperli itu,

Pa=al 15

Tidal searang pun pelkerja migran atau angeota kkeluarganya boleh
secara sewenang-wenang dirampas harta bendanya, baik yang
dimiliki sendiri maopun bersania-sama dengan orang lain. Apahila
menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara tujuan kerja,
asel pekerja migran ataw anpeota keluarganya disita baik sebagion
maupun selurubmya, nrang yang bersangkutan haros memiliki hak
unlulk memperoleh kempensasi yang adil dan memadal,

Pasal 16

1. Para pekerja migran dan anepola kelnareanya harus mermnililed
hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

2. Para pekerja migran dan angoola keloarganya haros memiliki
hak atas perlindungan yvang elekll dari Negara terhadap tindak
kekerasan, cedera tisik, ancaman, intimidasi yang dilalaukan oleh
aparat pemerintah atau oleh orang persesrangan, kelompal, atau
lemhaga.

3. Verilikasi apa pon oleh aparal penepak hokom mengenai
identitas para pekerja migran dan anggota Lkeluaganya harus
dilaksanakan sesuai dengan prasedur yang ditetapkan menurut
hukum.

4, Tara pelkerja migran dan angpgnta lkeluaroanya, bail secara
persenrangan maupun secara kolektif, tidak haleh menjadi sasaran
penangkapan atau penalan vang sewenang-wenang; mereka tidak
holeh dirampas kehebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan
yang sah dan sesuai dengan prosedur yang diletapkan menurut
hukum.

5. Tara pekerja mipran dan anepala keluarpanya yvang dilanglap
harws diberi Lahu pada saal penangkapan mengenai alasan-alasan
penangkapannys dalam babasa yang sedapal mungkin dapal

2]
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mereka pahami, dan harus sesegera mungkin diberi tahu tuduhan
vang dikenakan terhadapnya dalam bahasa yang mereka pahani.

6. Para pekerja migran dan anggota keluarganya vang ditanglap
alaw  dilaban  berdasarkan  lwduban pidana harus sepera
dihadaplan  kepads hakim alao pejabal lain yang  diber
kewenanpan menurul hukam  unlok menjalankan kekoasaan
peradilan dan harus mempuonyai bak diadili dalan jangka wakly
yang wajar alau dibebaskan, Bulian merupakan suatu kelenluan
umum bahwa selama menungeun untuk diadili mereka harus
ditahan, telapi pembebasan dapal diberikan alas dasar jaminan
untuk hadir pada persidangan, pada setiap proses peradilan, dan
pada pelaksanaan pulusan, apabila dipolouslkan demmilarn.

7. Apabila seorang pekerja migran dan angpola keluarganya
ditangkap atau dipenjara atau ditahan selama menungsu untul
diadili atau ditahiam dalam hentuk lain:

(a) pejabat Kkonsuler atan diplomatik Negara asalnya ataun
Negara wang mewaldli kepentingan Negara tersebhut wajib
diberitahukan dengan segera penangkapan atan penahanan
lersebul serla alasan-alasanny:, apabila yang bersanplsulan
MBI Ny,

(b) erang yang bersanglutan harus memililki halt untulk
herkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebutkan di atas;
lomunilkasi tersebut harus segera disampailan, dan ia harus
memilild hak untuk menerima komunikasi vang dikirimkan
oleh pejabat tersebut dengan segera;

[¢] erang yane bersanglkulan harus severa diberi laha hals-hal
ini dan hak-hak yang berasal dari perjanjian yang relevan, jika
ada, yang berlaku antara Nepara-Nepgara yang bersanghkotan,
untuk berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat di alas
dan membuat pengaturan untuk pengacara mereka.

8. Para pekerja migran dan anggeta keluarganya yang dirampas
kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan, berhak
untuk disidanekan di penradilan, dengan tujuan agar pengadilan
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tapal sepera memuluskan keabsahan penahanan merelka dan
memerinlahkan pembebasan apahila penahanan lersebut lernyata
Litlale sah menural hulwm. Dalam menpiloadi proses Lersebul, para
pekeria migran dan angeota keluarganya harus memperoleh
hantuan, jika perlu tanpa biaya, senrang penerjemah jika mereka
tidak memahami atau berbicara bahasa yang digunakan.

9. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang telah
menjadi karban penangkapan alau penabanan yang Llidak sah,
harus memiliki hals untulk mendapat canti rugi.

Pasal 17

1. Para pekerja migran dan anpgosta keluarganys yang dirampas
kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan
penchormatan atas martabat yang melelsat pada dinl manusia dan
pada identitas hudaya mereka.

2. Para pelerja migran dan angeota keluargeanya yvang dituduh
harus, kecaali dalam keadaan-keadaan luar biasq, dipisahlan dari
orang yang telah dipidana dan haros diperlakulan secara berbeda
sesual dengan staluwsnya sebapal vrang yang belum dipidana.
Terdakwa di bawah amuor haros dipisabkan dari orang dewasa dan
sesegera mungkin dihadapkan pada sidang pengadilan.

3. Para pekerja migran dan angeota keluarganya yang ditaban di
suatu Negara transit ataw Negara tujuan kerja karena pelanggaran
terhadap ketentuan yang berkenaan dengan migrasi, harus
sedapat munglin dipisahlzan dari orang-orang yang sudah dijatuhi
hukuman alaw vranpg-orang yang lenpgab menungen penundaan
persidangan.

4, Selama jangka waliu hukuman penjara menurat hokuman yang
dijotuhkan  oleh  pengadilan, Lwjuan penting  dari perlakoan
terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya harus
menjadi perbaikan dan rehabilitasi sosial mereka. Terpidana di
bhawah  umur harus  dipisahlkan dari orang dewasa  dan
diperlakulan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.
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L. Selama dilahan alaw dipenjara, para pekerja mipran dan
anggota keluarganya harus menilkmati hak-hak yang sama dengan
wargad neeara unlul dikunjungi anpoela keluarpanysa,

6. Apabila seorang pelerjp migran dirampas kebebasannya,
pejabat yang berwenang dari Nesara yang bersanglutan wajib
memperhatikan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh
angoota keluarganya, khususnya pasangan dan analkk-analmya yang
tli bawak winur.

7o Para pekerjia migran dan angema kelvarganya yang menjadi
sasaran penabanan dan bukuman penjara sesual denpan hukum
yang herlaku di Negara lojoan kerja ateu di Negara transit, harus
menikmati hak-hak yang sama sebagaimana diterapkan kepada
warga negara dari Nepara-Nepara lersebuol pada silvasi yang sama.

8. Apabila seorang pekerja migran dan anggota keluarganya
ditaban  denpan maksod  wnluk  melakokan  veriflikasi  alas
pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan migrasi,
vang bersanglutan tidak boleh dibebani biaya vang ditimbulkan.

Pa=al 18

1. Para pekerja migran dan angpola kelwareanya haras mermniliki
hak wvang setara dengan warga negara dari Negara yvang
hersanglutan  di hadapan  pengadilan  dan  tribunal.  1alam
menentukan twduhan  kejahatan terhadap mereka atau
meneniukan hak-hak dan kewajiban mereka yang digupgal secara
hukum, mereka harus memiliki hak untukk menjalani dengar
pendapat yang adil oleh tribunal vang kompeten, independen., dan
imparsial oleh huloom.

2. Para pekerja migran dan anggma leluarganya yang ditunlul
alas sualu lindak pidana harus memiliki hak praduga Lalk-bersalah
sampal terbulili sesnal dengan hulwm yang berlaku.

4. Dalam menenlukan tuntulan kejabatan lerhadap mereka, para

pekerja migran dan angeola keluarganya harus memiliki hak alas
jEminan-jaminan minimum di bawah ini :
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(2] wnluk diinformasilian secara baik dan jelas denpan bahasa
yang merekd pahamio mengenai penyebab adanyd lunlulan
terhadap merela;

(b) untuk memiliki walttu dan fasilitas yang memadai guna
melaloulkan  persiapan pembelaan  atas tuntutan  terhadap
mereka dan herkomunikasi dengan pengacara yang mereka
pilib sendiri:

(c]) untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

(d) wntuk diadili dengan kehadiran mereka dan untuk membela
diri mereka secara pribadi alau melalui penasibal hokom atas
pilihan mereka sendin; winluk diinformasikan, jika mereka Lidak
memilild penasibat hulkum, akan adanya hale ini; dan untulk
memiliki penasihat hulkum yang ditugasi mendampingi mereka,
dalam keadaan apa pun ketika kepentinegan lkeadilan sangat
dibutuhkan dan tampa pembayaran oleh mereka dalam hal ini
jika mereka tidak memilild sumber pembiayaan yvang cukup;

(2] untuls memerikksa atau telah memeriksa saksi-saksi yang
melawan mereka dan unlule mempercleh kehadiran dan
pemeriksaan atas saksi-saksi pada pihak mereka denpgan
kondisi yang sama dengan saksi-saksi yang melawan mereka;

(M unluk memperelah banloan coma-cuma dari seorang
penerjemal  jika merelka tidak memahanii  atau  tidalk
menuturkan hahasa vang digunakan di negara setempat;

(g] tidak dipaksa untuk bersaksi melawan diri mereka sendiri
atau untuk mengaku bersalah.

4, P'ada kasus yang menimpa anak di bawah umuar, prosedur yang
diambil wajib memperhatilcan umur mereka dan dorongan untulk
memajukan rehabililasi merelka.

5. lara pekerja migran dan angpota keluarpanya yange dilukom
karena Lindakan pidana harus memiliki bak alas hokoman dan
voenis lerhadap mereka untuk ditinjau kembali oleh badan tribunal
vang lebih tinggl menurut hukum.
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6. Apabila  seorang  pekera  mipran alan seorang angeola
keluarganya, nleh puotusan akhir pengadilan, telah diputuskan
berzalah atas tindalk pidana dan apabila kemudian keputusan
bersalah tersebut telah dibalikkan atauv ia telab diberikan
pengampunan alas dasar baru penemuan fakla alao penemuoan
falta baru yang menyimpuwlan bahwa telah terjadi leesalahan
peradilan, orang tersebul yang lelabh menjalani hukuman sebapai
akibat dari keputusan bersalah tersebut harus dikompensasi
menurul hulkum, kecoali lerbukli bahwa lidak leranglkapnya
falda-takta yang tidak diketahui tersebut secara keseluruhan atau
sebagian yang melekal pada prang Lersehuol.

7. Tidak seorang pun pekerja migran dan angeols keluarganya
boleh diadili atau dibulum kembali atas kejahalan yang ia telah
diputuskan bersalah ataupun tidak bersalah berdasarkan hukum
dan prosedur hulum pidana yang berlalin di negara yang
hersanglutan.

Pasal 19

T. Tidak seorang pun pekerja migran alao anpgota keloarganya
boleh dinyatakan hersalah atas svatu tindak pidana karena
Lindalkan ataw kelalaian yang bukan merupakan lindak pidana
berdasarkan  hulkum nasional  alou  internasional  pada saal
dilakukannya lindak pidana lersebul, ldak pula diperbolehlan
untuk dijatubkan hukuman yang lebih herat daripada hukuman
yung berlaku pada saat lindale pidana Lersebut dilakukan. Apabila
setelab dilabwkannya svatu tindak pidana muncul ketetapan yang
lebih ringan hukwmannya, ia harus mendapatkan keantungan dari
ketetapan tersebut.

2. Pertimbangan kemanusiaan vang berkenaan dengan status
pekena mipran, khasusnya sehubuneran denpan haknoya oantuk
tinggal dan heleerja, harws diperhatikan dalam menjatuhkan
hukuman atas Lindak pidana yang dilakokan oleh pekerja migran
alawangpola keluarganya.

Pasal 2D

1. Tidak seorang pun pekerja migran alau anpoota keluarganya
boleh dipenjara semata-mata atas dasar kegagalan menmenubi
suatu kewajibian perjanjian.
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2. Tidale seorane pun pekerja mivran alau anpoola keluareanya
boleh dirampas hakmya atas izin tinggal atau izin kerja, atau diusir
sematd-mata atas ddsar kegagalan memenuhi suatu kewajilian
vang muncul dari perjanjian kerja, kecuali pemennhan kewajiban
dimaksmd merupakan kelenloan dari diterbitkannys izin Lersshot.

Pasal 21

Adalah tindakan melawan bukum bagi setiap orang, kecuali oleh
aparat pemerintall yvang diberi kewenangan oleh holkum, untuk
mienyita, menghancurkan atao mencoba menghancurkan dokumen
identitas, dolumen yang meniberi izin masulk atan tinggal,
hertempat tinggal atau dokumen penting lain yang diperlukan di
wilayah nasional atau izin kerja. Tidak satu pun penyitaan resmi
atas  dokumen-dokumen tersehut  holsh  dilalukan  tanpa
membierikan Landa Lerima Lerperinei. Dalam hal apa pun tlidak
dibolehkan unlok mencshancurkan paspor alau doelamen yang
setara milik pekerja migran ataw anggota keluarganya.

Pa=sal 22

1. Para pekerja migran dan sngoota keluarganya tidak boleh
menjadi sasaran kehijakan pengusiran secard massal, Seliap kasos
pengusiran harus diperilksa dan diputuslkan sendiri-sendiri.

2. Para pekerja mipran dan anppola kelnarganya hanya dapal
diusir dari wilayah suatu Negara Fihak atas suatu keputusan yang
diambil aleh pejabat yang berwenang sesuai dengan hukun.

3. Kepulusan lersebut wajib dikomunikasikan kepada mereka
dalam1 bahasa vang mereka pahami. Atas permintaan nmereka,
kecuali merupakan kewajiban, keputusan itu wajib disampaikan
secard lerlulis dan, kecwali dalam keadaan lerkail keamanan
nasional,  heserta slasan-alasannys. Orang-orang  yang
bersangkutan wajib diberi taho mengenai halk-hak ini sebelumn
atau selambat-lambatnya pada saat keputusan itu diambil.

4, Kecuali, apabila sualu kepulusan akhir lelah dilelaplan oleh
pengadilan yang berwenang, orang-orang yang hersangkutan

harus memiliki hal untuly menyampailkan alasan-alasan mengapa
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mereka tidak holeh divsir dan untule meminta kasusnya ditinjau
kembali oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan
sebalilinya, denpan alasan keamanan nasional Selama menunppo
peninjavan  kembali, orang-orang yang bersangkutan harus
memilild halk untuk meminta penundaan kKeputusan penpusiran
Lersebul.

5. Apabila kepulusan pengosiran yang lelab ditetapkan kemudian
dibalalkan, vrang yang bersangkutan harus memilild bak untuk
menuntut ganti rugi menurut lnkuni, dan keputusan yvang pertama
Liclak boleh diperpunakan untuk mencegahnya memasuld kembali
negard yang bersangkatan.

6. Dalam hal pengusiran, orang-orang yang hersangkutan harus
memiliki hak atas kesempatan yang culup sebelum alaw sesodah
keberangkatannya, untuk menyelesaikan pembayaran gaji atau
hak lain yang harus diberikan dan juga utang-utangnya.

J.o Tanpa meneurangi pelaksanaan e pulusan peneusican, senrdng
pekerja migran atau anggota Keluarganya vang menjadi sasaran
kepulusan Lersebutl dapal memaobon untuk rmemasuki suatu negara
yvang bukan negara asainya.

#. Dalam hal pengusiran seorange pelerja migran atau anggota
keluargannya,  biaya  penpusiran ldak  boleh  dibebankan
kepadanya. Orang vang bersanglutan dapat diminta untuk
membayar hiaya perjalanannya sendiri.

9. Pengusiran dari negara tempat bekerja tidak boleh mengurangi
hale apa pun yang telah diperoleh pelkerja mieran atan anggota
keluarganya sesual dengan hokum negara tersebut, lermasuls hak
untuk menerima gaji dan hak lain yang harus diterimanya.

Pasal 23

Para Pekerja migran dan anpgota keluarpanya haras memilili hak
untuk mempersleh pilihan meminta perlindungan dan bantuan
pejabat konsuler ataw diplomatik dari Negara asalnya atau Negara
yvang mewakili kepentingan Negara Lersebut, apahila hak-hak yang
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tlialkwi dalam Koenvensi ini dilansear. Khusus dalam hal peneusican,
rang yang bersangkotan wajib diber tabo mengenai hak ini
dengan segera dan  pejabat dari Negara yang melakukan
pengusiran wajib memfasilitasi pelaksanan hak tersebut.

Pasal 24

Seliap pekerjd migran dan anggeita keluarganya haros memiliki
hak untuk diakoi di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum.

Pasal 25

1. Para Pekerja migran harus mendapatkan perlakuan yang tlidak
kurang menpuntunpkan daripada yanp dilerapkan pada warga
negara dari Negara tujuan kerja dalam lial penggajian dan :

(a) ketenluan kerja lain, yaitu wang lembuor, jam kerja, istirahat
mingeuan, liburan dengan dibayar, lkeselamatan, kesehatan,
pemutusan hubungan kerja, dan ketentuan kerja lain yang
menurut hukum dan praktik nasional dicakap dalam ketentuan
LI;

(I} persyaratan kerja lain, yailu usia mininwm untuk bekerja,
pembatasan terhadap pekerjaan perusahaan yang dilakukan di
rumah, dan hal-hal lain yang menurut hukum dan praktik
nasional dianggap sebagai persyaratan kerja.

2. Pengurangan prinsip persamaan perlakuan yang dicantumkan
dalam ayat T dari Pasal ini dari perjanjian kerja perseorangan,
adalah tindakan yang melanggar hukum.

3. Nepara-Negara Pihak wajib mengambil semoa kebijakan yang
Lepal unluk memaslikan bahwa pekerja migran lidak dibalangi
dari halk apa pun yang muncul dari prinsip ini atas alasan adanya
hal yang sifatnys  take-reguler dalam masa linggal atao pekerjaan
merekia,  Khususnyza, mejikan  Lldalk  boleh  dibebaslan  dari
kewajiban yane ada dalam huldum atau perjanjian ataw kkewajiban
mereka tidak haleh dibatasi dengan cara apa pun herdasarkan hal
yang silalnya tak-regoler semacam itu.

2]


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.115 24

Pas=sal 26

1. Negara-Wegara Pihak mengakui hak para pekerja migran dan
angeota keluarsanya

(2} untuk mengambhil hagian dalam pertemuan-pertemuan dan
kegialan-kegialan serikal pekerja dan perkumpulan lain yang
dibentuk  menwrnt  hulown,  denpan pandangan antuk
melindungi kepentingan elienomi, sosial, budaya dan lain-lain,
selama sesual denpan peraluran orpanisasi yang bersanglulan;

(b)) untuk bergabung secara bebas pada serikat pekerja dan
perkumpulan-perkumpulan tersebuol dioalas, selama sesuoai
dengan peraluran oreanisasi yanp bersanekutan;

(¢] untuk mencari bantuan dan sumbangan dari serilcat pelerja
dan perkumpulan-perkumpulan tersebal di alas,

20 Tidale satn pun pembatasan dapal diberlakulkan  terhadap
pelaksanaan hak-hak ini, kecuali pembatasan yang diatur oleh
hukum dan vang diperlukan dalam masyarakat demobratis demi
kepenlingan  keamanan  nasional,  keterliban omuom,  alau
perlindunpan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pagal 27

1. Berkenaan dengan jaminan sosial, para pekerja migran dan
anpeota keluarpanya barws menilkmali perlakuan yang sama
dengan warga nerara di Negara tujuan kerja, selama mereloa
memenuhi persyaratan yang ditetapksn oleh ketentvan hukum
yvang berlaku di Negara tersebut serta perjanjian bilateral dan
multilateral yang berlalu. Pegjabat herwenang negara asal dan
nepara tujuan kerja sewaklu-wakiu dapal membual penpaturan
vang diperlukan untuk menentukan tata cara pelaksanaan norma
ini.

2. Apabila ketentuan hukum yang Dberlaku tidak memberikan
tunjangan leepada para pelterja migran dan anegota keluarsanya,
Nepara-Nepgara yang bersanglotan waib mencari kemunpkinan
untuk memberikan pengeantian pada orang yang bersanglulan
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sejumlah kontribuzsi yang dibayarkan mereka terkait dengan
tunjangan itu sebagaimana diterapkan kepada warga negaranya
pada situasi yang sama.

Pasal 28

Para Pekerja migran dan anggola keluarganya harus memiliki hak
unlul menerima perawalan kesehalan yane saneal mendesak yany
diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka atau untuk
mencegsh kerusakan yang Lidak dapat diperbaiki pada kesehalan
mereka, herdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara
dari Negara yang bersangkutan. Perawatan niedis mendesak
sermacan ilu Lidale boleh dilolak oleh Nepara denpan alasan adanya
hal yang silalnya tak-repuler yang berkaitan dengan masa tingeal
alau pekerjaan mereka.

Pasal 29

Seliap anak pekerja migran harus memiliki hak alas sualo name,
pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan.

Pasal 30

Seliap anak pekerja migran harus memiliki hak dasar atas akses
pada pendidikan berdasarkan keselaraan perlaliuan dengan warga
nepgard dari Nepara yang bersanplkulen. Akses pada lembapa-
lembuaga pendidikan prasekolah alao sekolah umom Lidak boleh
ditolals ataw dibalasi denpan alasan situwasi Lak-repuler yang
berkaitan  dengan masa  tinggal atao  pekerjaan salab satu
orangtuanya, atan berdasarkan alasan yang sifatnya tak-regoler
terkait masa tinggal anak tersehut di Negara tujuan kerja.

Pasal 31

1. Negara-Negara Pihak wajib menjamin penghormatan pada
identilas budaya para pekerja migran dan anggola keluarpanys,
dan tidak boleh mencegah mereka untuk mempertahankan
hubungan budaya denean Nepara asal mereka,

2, Nepara-Nepara Pihak dapat mengambil kebijakan yanp lepat
untuk membante dan mendorang vpayva-upaya dalam hal ini.
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Pasal 32

Pada saal berakhirnya masa Ungpal merela di Negara tujuan kerja,
para pekerjd migran dan anggeta keluarganya harus memiliki hak
unlule memindahkan pendapatan dan tabungan mereka serta,
sgsnai denran ketentuan hukum yane berlakn di Negara-Negara
yvang bersangkutan, barang-harang milik pribadi mereka.

Pasal 33

1. 'ara pekerja migran dan anpgeota keluarganya haros memiliki
hal untuk diberi tahu oleh Negara asal, Negara tujuan kerja, alau
MNegara transit mengenai :

(a) hak-hak mereka yang ditimbulkan oleh Konvensi ini;

(b) ketentuan mengenai penerimaan, halk-hak dan kewajiban
mereka menurut hulum dan  praktik di Nepara yang
hersanglkutan serta hal lain yang serupa yang memungkinkan
mereka untul menaali kelentuan administratil dan ketentoan
lain di Nepara lersebud.

2. Negara-Wegara Pihak wajib mengambil seluruh kehijakan yang
mereka anggap tepat untuk menyebarluaskan intormasi tersebut
di atas, atau untuk memastilkan babwa informasi it telah
diberikan aleh majikan, serikal pekerjg dan badan-badan alau
lembaga-lembaga lain yang sesuai. Jika perlun. merelta wajib
hekerja sama dengan Negara-Negara |ain yang hersangkutan.

. [nlormasi yang memadai  lersebul wajib  diberikan  alas
permintaan pekerja migran dan anggota keluarganya secara curha-
curng, dan sejauh dinungkinkan dalam bahasa yang mereka
pahami.

Pasal 34

Tidak satu pun bagian dalam Kanvensi ini holeh mengakibatkan
para pekerja migran dan anggota keloarganya lerlepas  dari
kewajiban unluk menaali holkum dan peraloran Nepara Leansil dan
Megara tujuan kerja mana pur. atau kewajiban untuk menghormati
identilas budaya dari pendoduk Negara-Negara Lersebut.
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Pasal 35

Tidak satu pun hagian dari Kenvensi ini baleh diartikan sehagai
maksud untole menjadilan sitbasi reguler hagi para pekerja
mipran dan anppola keluarpanya yang Lidak memiliki delkumen,
alauw berada dalam sualu situasi lali-repuler, serta Lidalk boleh
mengabailkan kebijakan yang dimalsudlan vntul memastilan
kondisi wyange baik dan selara anlul miprasi  inlernasional
sebagaimana ditentukan dalam bapian ¥1 Konvensi ini.,

BAGIAN IV

Hak lain dari para pekerja migran dan anggota keluarganya
yang memiliki dokumen atauw yang berada dalam situasi

reguler

Pagal 36

Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang memilil
dokumen atau berada dalam situasi reguler di Negara tujuan kerja
harus menikmati hak-hak yang ditentukan dalam bagian [V dari
Kinvensi, selain hal-hak yang telah ditenlukan dalam bagian IIL

Pasal 37

Sehelum keberangkatannya, ataw selambal-lambatnya pada saat
diterimany: merelka di Negara tujuan kerja, pard pekerja migran
dan anggota keluarganya harus memiliki halo antole diinformasilan
sepenubinya oleh Nesara asal alan Nesara lojuan bekerja, jika
perlu, mengenai semua ketenloan yang berlako bagi penerimaan
mereka, dan lhususnya mengenai masa tingeal merela dan
aktivitas wang dibayar wang mereka dapat lakukan, serta
persyaratan vang harus mereka penuhi di Negara tujuan kerja, dan
juga pejabat yang harus mereka hubungi apahila ada perubahan
atas ketentuan tersebut.

Pasal 38
1. Nepara lwuan kerja wajib melakukan segala upaya wntuk

mengizinkan para pekerja migran dan anggata keluarganya untuk
culi seEmenlard Lanpa memengaruhi izin tinggal atau iwin kerja,
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apabila hal tersebut terjadi. Dalam melakukan hal ini, Negara
Lujuan kerja wajib memperhatikan kebuluhan dan kewajiban
Ikhusus para pelierja migran dan angrota keluarganya. khususnya
di Negara asal mereka.

2. Para pekerja migran dan angeola keluarganya haros memiliki
hak untuk diberi tahu sepenuhnya mengenai persyaratan cuti
sementara yang diizinkan.

Pa=al 39

1. Para pekerja migran dan angpola keluarganya haroas mernilil
hak atas kebebasan bergerak di wilayah Wegara tujuan kerja dan
kebebasain memilih tempat tinggalnya di wilayah tersebut.

2. Hak-hale yang disebullaan dalam ayat 1 Pasal ini lidak boleh
dikenai pembatasan apa pun kecoali yang ditetapkan oleh hukom,
yang diperlukan puna melindunpi keamanan nasional, kelerliban
umun, kesehatan atan moral masyarakat, atau hak-hake dan
kebebasan-kehehasan arang lain, dan yang sesusi dengan hak lain
yang diakui dalam Kanyensi ini.

Pa=al 4D

1. Para Pelkerja migran dan angpola kelnarganya haras memiliki
halk untul membentok perkompulan dan serilal pekerja di Negara
tujuan kerja untuk pemajuan dan perlindungan kepentingan
ekonomi, sosial, budava dan lain-lain.

2. Tidale satv pun pembalasan dapal diberlakolkan  terhadap
pelalkzanaan halo ini kecuali permbatasan yang diatur aleh hukum,
dan  yang  diperlukan  dalam  masyaralat  demokradls  den
kepentingan lkeamanan nasional, ketertiban umum, atau
perlindungan atas hak-hak dan kehebasan-kebebasan arang lain.

Pasal 41

1. Para pekerja migran dan anggola keluarganya harus memilili
hal uniul berparlisipasi dalam urusan pemeriniaban di Nepara
asalnya dan untuk memilih dan dipilih pada pemilinan umum di
Negaranyd, sesuai dengan kelentuan hukum Negaranya.
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2. Nepara-Nesara yane bersanpslkolan wajiby, jilka peru dan sesuai
dengan ketentuan hukcum, memtasilitasi pelaksanaan hak-hak ini.

Pasgal 42

1. Negara-Negara Pihak wajibh mempertimbangksn penetapan
prosedur-prosedur atan lembaga-lembaga yang dapat memberikan
perhatian, bailk di Nerara asal maupun di Negara tujuan kerja.
mengenad kebutuban kbusus, aspirasi dan kewajiban para pekerja
migran dan anggota keluarganya. dan wajib merencanakan, jika
perlu, lkemmunelinan bagi para pekerja migran dan angeota
keluarganya untuk secara bebas memilih wakil-wakil mereka
dalam lembaga-lembaga tersebol.

2. Nepara lujuan  kerja wajib  memlasililasi, sesuwa dengan
ketenluan  hukum nasional, konsallasi alaw parlisipasi  para
pekerja mirran dan angoota keluarganya dalam  keputusan-
keputusan mengenai kehidupan dan tata administrasi komunitas
SELerm praal,

4. Para pekerjs migran dapal menikmati hake-hak politil di Negara
Lwjuan kerja apabila Nepara ilw, dalam pelaksanaan kedaulatanny:a,
memberikan hak-hak politik tersebut.

Pa=al 43

1. Para pekerja migran harus menikmati kesetaraan perlakuan

dengan warga negara dari Negara twjuan kerja dalam kaitan
dengan :

(21) akses pada lembaga-lembaga dan  pelayanan-pelayanan
pendidikan denpgan tunduk pada persyaratan penerimaan dan
peraturan lain dari lembaga atau pelayanan yang tersebut;

(b} akses pada  bimbingan  kejuwruan  dan pelayanan
[ EFLETIL el Lalll;

(c] akses pada pelatihan kKejuruan serta fasilitas dan lembaga
pelalihan-ulang;

(d) akses pada perumahan, termasuk skema perumahan sosial,
dan perlindungan Lerhadap eksploitasi dalam hal penyewaan;

=



http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.115 30

(2] abkses pada  pelayanan sosial dan kesehalan, dengan
ketenluan  persyaratan  keikutsertaan  dalam skema-skema
tersebut dipenuhi;

(f] akses pada perusahaan-perusahaan koperasi dan swakelola
vane tidale boleh mengalkibatlean perubahan dalam  status
migrasi mereka, dan harus tunduk pada peraturan dan
ketenluan dari badan yang bersangloutan;

(g) akses dan partisipasi pada kehidoupan hudaya.

2, Nepara-Negara  Pihak  wajib - memajukan kondisi unluk
memastikan keselaraan perlakoan yang  efekil unluk
memungkinkan para pekerja migran menilkmall hale-hak yang
disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, apabila persyaratan masa
tinggal mereka, sebagaimana diizinkan oleh Negara tujuan kerja,
memenuhi persyaralan yang tepal.

4. Negara tujuan kerja tidak boleh mencegah majikan para pekerja
mipran wnink membanpgun perwmnahan ataw fasililas sosial alau
budaya bagi mereka, Berdasarkan Pasal 70 Konvensi ini, Negara
Lujuan kerja dapal mendirilan fasilitas semacam ini sesual dengan
persyaratan-persyaratan yang secara umum berlaku di Negara
lersebul mengenai pendirian lasililas lersebul.

Pasal 44

1. Nepara-Negara Pihak, dengan  mengakui bahwa  keloarga
merupakan  saluan  kelompolk nesyarakal yane  alami dan
mendasar serla berbaolk alas perlindungan masyarakal dan Negara,
wajib mengambil kebijaltan yane tepat untule memastilan
perlindungan terhadap kesatuan keluarga para pekerja migrar.

2. Negara-Negara Uihak wajiby mengambil kebijolan yang mereka
anggap sesuai dan dalam kewenangannya untuk memfasilitasi
reunifikasi para pekerja migran denpan pasingannyd alaw orangs-
rang yang mempunyai hubongan dengan pekerja migran yang,
menurul hukum yang berlaku, berakibal sama denean perkavinn,
serta dengan anak-anak di bawah umur dalam tanggungan niereka
yang belum menikah.
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3. Negara tujuan kerja, berdasarkan alasan-alasan kemanusiaan,
wajib mempertimbanglkan dengan baik pemberian perlakuan yang
selard, sebapaimana dilentulian dalam ayal 2 Masal ini, kepada
angeota keluarga lain dari pekerja migran.

Pasal 45

T. Anggota keluarga para pekerja migran haros, di Negara ljuan
kerja, menilimali keselaraan perlakoan denpan warga neeara dari
Negara Lersebul dalam Kaitan denpan .

(a) akse: pada lembaga-lembaga dan pelayanan-pelayanan
pendidikan, denpgan Lundulk pada persyaratan penerimaan dan
peraturan lain darn lembaga dan pelayanan tersebut;

(b) akses pada bimbingan kejuruan serta lembaga dan
pelayanan  pelatihan,  dengan  ketentuvan  persyaratan
keikulserLaan dipenuhi;

(€] akse: pada pelayanan  zosial dan kesehatan, dengan
ketentuan persyaratan keilutsertaan dalam skema-skema
tersebut dipenuhi;

(d) akses dan partsipasi pada kehidupan budaya.

2. Negara tujuan kerja wajib mengupayvakan suatu kebijalan, jila
perlu melalui kerja sama dengan Negara asal, yang ditujulan unluk
memfasilitasi interrasi anak-anak pekerja niisran pada sistem
sekolah setempal, khususoya dalam menpgajan mereka bahasa
selempal;

4. Negara tujuan kerja wajib herupaya memfasilitasi kepada anak-
dnak para pekerja mipran pengajaran bahasa ibu dan budaya
merela dan, dalam hal ini, Megara asal wajib belerja sama apabila
diperlulsan.

4. Nepara ljuan bekerja dapal menyediakan skema khusos
pendidikan dalam babasa ibu anale-anak pelierja mipran, jika perlu
melalui kerja sama dengan Negara asal.
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Pasal 46

Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus, berdasarkan
ketenluan hukom yang berlako di Negara-Negara bersangkutan,
serla perjanjian internasional yang sesual dan kewajiban Negara
bersanekutan yvange timbul akibat keikutsertaannya pada serikat
kepabeanan, menikmali pembebasan bea dan pajak impor dan
ekspor, berkenaan dengan barang milik pribadi dan rurmah tangga
mereka dan juga peralatan yang diperlukan untulk melalkukan
aktivitas yang dibayar yvang menyehabkan mereka diterima di
Nerara tujuan kerja :

(a) setelah keherangkatan mereka dari Negara asal atau dari
MNegara tempat tinggalnya;

(b) setelah mereka memasuki Negara twjuan kerja pertama
kalinya;

() setelah keberangkatan lerakhir dari Negara Lujuan kenja;

(d) setelah kepulangan terakhir mereka ke Wegara asal atau
Negara Lempat Linggalnya.

Pagal 47

1. lara pekerja migran harus memiliki halk unlulk mentransfer
pendapatan dan tabungan mereka, khususnya dana-dana yang
diperlulcan unlulk membiayai keluarganya, dari Negara Llujuan
kerja ke Negara asal atau Negara lain. Transter semacam ini wajib
dilakukan sesuai dengan prosedar yang dilelapkan oleh ketentuan
hukum yang berlaku di Negara yvang hersangkutan dan sesuai
dengan perjanjian-perjanjian internasional yvang berlaku.

2. Negara-Negara yang bersanglutan wajib mengambil kebijakan
yvang tepat untuk memtasilitasi transter tersebut

Pasal 48

1. Tanpa mengesampinglan perjanjian pajak  berpanda yang
berlaku, para pekerja mipran dan anggola keluarganya, berkailan
dengan pendapatannya di Negara tujuan kerja .
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(a) tidak boleh dibebani pajak, bea, atav biayva-hiaya dalam jenis
apa pun yang lebib tingei ataw lebih membebani daripada yang
dikenakan kepada warga negaranya dalam keadaan yang sama;

(b)) harus memiliki hak alas pencurangan alaw pembebasan
pajak dalam jenis apa pun dan kemudahan pajak yang berlaku
bagi warga negaranya dalam keadaan yang sama, lermasuok
kemudahan-kemudahan pajak hagi anggota ke]uargﬂ yang
menjadi tanggungannya.

2. Negara-Negara  Uihal wajib beropaya unlok menelapkan
kebijalan  yang lepal wunluk menchindari peneenaan pajak
berpanda terhadap penphasilan dan labungan para pekerja migran
dan anggota keluareanya.

Pa=al 49

1. Apabila pemberian izin tinggal dan izin kerja yang dilakukan
serard lerpisab diwajibkan oleh kelenluan hukom nasional, Negara
tujuan kerja wajib mengeluarkan izin tinggal bagi pekerja migran
untuk setidaknya dalam janpka walkin yang sama denpan izin
untuk menjalanlan aldivitas yang dibayar.

2. Tara pelkerja mirran yang di Neeara lujuan kerja diperbolehlkan
untuk secara hebas memilih aktivitas yang dihayar, tidak boleh
digngeap sebagaimana halnya pada sitvasi lak-reguler dan lidak
boleh dianggap kehilangan izin tinggal semata-mata  karena
diberhentikannya mereka dari aklvitas yange dibayar sebelun
habisnya masa berlako ivin kerja atau izin sgjenis.

3. Guna memberikan waldu yane culiup lkepada para pekerja
mipran yvang disebul dalam ayal 2 Pasal ini unluk mencari aklivitas
vang dibayar lainnya, izin tinggal tidak boleh dicabut setidaknya
untuk janghka waklu yang seswai dengan janpka wakiu yang
memunegkinkan mereka unluk mendapalkan hale alas lunjangan
PENSANLEE UL,

Pasal 5D

1. Dalam kasus meninggalnya pekerja migran alau beralkhirnya
perkawinan, Negara tujuan kerja wajib mempertimbangkan

2]


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.115 34

dengan baik untuk memberikan kepada anggota keluarga pekerja
migran ixin linggal di Negara Lersebul berdasarkan perlinbangan
keutuban keluarpa; Nepara tujuan kerja wajib memperhalikan
jangka waltlu mereks telab bertempat tinggal di Negara lerselbul,

2. Anggota keluarpa yang tidak diberi jzin unpgal seperti di atas
harus diberikan waktu vang cukup puna menyelesaikan urusan-
urusan merelka i dalam Nepara tujuan kerja lersebut sebelumn
meninegalkannya.

3. Kelentuan pada ayval 1 dan 2 Pasal ini Llidak dapal ditalsirkan
berlawanan dengan segala hak untuk tinggal dan bekerja kecuali
jika diberikan kepada anggota keluarga herdasarkan ketentuan
hukum Megara tujuan kerja atau perjanjian-perjanjian bilateral dan
multilateral yang herlaku pada Negara tersebut.

Pasal 51

Para pekerja migran yang di Negara tujuan kerja tidak difzinkan
untuk secara bebas memilib aklivitas yang dibayare tidak boleh
dianggap berada dalam =situvasi tak-reguler dan juga tidak beleh
kehilangan izin Linggal mereka, semata-mala karena pemulosan
hubungan kerja sebelumn izin kerja mereka habis, kecuali apahbila
izin tinggal dengan jelas bergantung pada pekerjaan tertentu yang
menyebablan merelkka boleh memasulki Nesara lersebul., Para
FPelierja migran semacam inf, harus memiliki hak untuk mencari
pekerjaan alternatif, untul berpartisipasi dalam skema-slkema
pekerjaan umum dan pelatihan wlang selama waktu yang tersisa
dari ixin kerja rmereka, dengan londek pada kelenluan dan
pembatasan sehagaimana ditentukan dalam izin kerja tersebut.

Pasal K2

1. Para Pekerja migran di Megara tujuan kerja harus memiliki hak
untuk secara bebas memilih aktivitas yang dibayar, berdasarkan
pada permbalasan atau kelentoan berikal ind,

2. Terhadap tiap pekerja mipran, Nepara Lajuan kerja dapal
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(a) membatasi akses pada kategori pekerjaan, fungsi, pelayanan
aAlau kegialan Lertenin apabila diperlukon demi kepentingan
Negara tersehut dan ditetapkan nleh ketentuan hukum
nasional;

(b} membatasi kehehaszan dalam memilib aktivitas kerja yang
dibayar sesuai dengan ketentuan hukwm mengenai pengakuan
atas kualifikazi pekerjaan yang diperoleh di luar wilayah Negara
tersebul. Namun, Mepara-Nepara pibak yang bersanglwlan
wiajih mengusahakan  untuk  memberikan pengakuan alas
kualitilcasi semacam itu.

3. Terhadap pekerja migran yvang jangla waldu izin kKerjanya
dibiatasi, Negara Wjuan kerja juga dapal :

(a) menjadikan halk untul bebas memilih alitivitas yang dibayar
dengan tunduk pada ketentuan hahwa pelkerja migran tersebut
telah bertempat tinggal secara sah di wilayahnya untult tujuan
aktiivitas kerja yang dibayar dalam swalu janpgka wakiu yang
ditetaplan oleh ketentuan hulowm nasional yvang tidale boleh
melehihi dua talhun;

(b)Y membalasi akses pekerja migran pada aldtivilas  yang
dihayar sesuai dengan kehijakan pemberian prioritas pada
Warga negaranya atau pada orang-orang yang diasimilasi untuk
tujuan-tujuan hulum ataw perjanjian bilateral dan multilateral
bagi merela. Pembalasan apa pun semacam ini Lidak lagi
berlaku pada seorang migran yang lelah bertempal tinggal
secara sah di wilayahnya untuk tujuan aktivitas yang dibayar
dalam suatu jangka waktu yvang ditetapkan oleh ketentuan
hulswm nasional yang tidak boleh melebihi lima aban,

4, Negara tujuan Kkerja wajib menetapkan ketentuan wvang di
dalamnya senrang pekerja migran, yang telah diizinkan untuk
mielakukan  pekerjaan, dapal  diberi wewenanpg  bekerja atas
nanlanya sendiri. Pertimbangan harus diambil dengan mencalaugp
janglka waktu pelterja migran tersebut telah herada secara sah di
MNerara tujuan kerja.
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Pasal 53

1. Anggota keluarga para pelkerja migran yang memilild izin
tinggal atau izin masuk tanpa batas wakto atau seeara otomatiz
dapat diperpanjang, harus diizinkan untul secara bebas memilih
aktivitas yang dibayar dalam kelentuan yang sama sebagdimana
berlaku bagi pekerja mipran sesual denpan Masal 52 Konvensi ini.

2. Dengan memperbatilan angeola keluarga pekerja migran yang
Lilak diizinkan untuk secara bebas memilih aklivitas yang dibayar,
Negara-Negara  Pihak  wajily rmempertimbanglan  dengan  baik
unlul memberikan mereka priorilas dalam memperolel jzin unluk
melaksanakan aldivitas yvang dibayar daripada pekerja lain yang
ingin masuk ke Negara tujuan kerja, berdasarkan pada perjanjian
bilateral dan multilateral.

Pa=al 54

1. Tanpa mengerampingkan persyaratan izin tinggal atau izin
kerja dan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 25 dan 27
Konvensi  ini, pekerja  migran  harus  menilmall keselaraan
perlakoan dengan warga nesara dari Negard Lujuan kerja dalam
hal :

(&) perlindungan Lerbadap pemecalan;
(b) tunjangan pengangpuran;

(¢) akses pada skema pekerjaan wam yang dimaksudlan
untuk memberantas penganoouran;

(el) akses pada pekerjaan allernatil  dalam  hal hilangnya
pekerjaan atau permberhentian aktivitas yang dibayar lainnya,
berdasarkan Pasul 52 Konvensi ini.

2. Apabhila seorang pekerja migran mengadukan bahwa
persyaralan perjanjian kerjanya Lelah dilanggar oleh majilkannye,
i1 harus memililsd hal unluk menpgajulkan kasusnya kepada pejabat
berwenang yang kempeten dari Negara tujuan kerja, berdasarkan
ketentuan yange ditentulkan dalam Pasal 18 ayat 1 Konvensi ini.
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Pasal RS

Para pekerja migran vang telah diberi izin untuok terlibat dalam
Aletivitas yang dibayar, berdasarkan kelentoan yang melekal pada
izin Llersebul, haras memiliki hak alas keselaraan  perlakuan
dengsan  warpa  nepara darl Negara ljuan kerja dalam
melaksanakan aklivitas yang dibayar Lersebul.

Pagal L6

1. Para pekerja migran dan anggota keluvarganya yang disebut
dalam bagian Kanvensi ini lidak dapal divsir dari Negara Lujuan
kerja, kecuali untuls alasan-alasan yang dirumuslkan dalam
ketenluan hulaum nasional dari Nepara Lersebul, dan berdasarkan
pada rambu-rambo yang dicantumkan dalam bagian 110

2. Langkabh pengeloaran secara paksa tidak boleh diambil ontok
Lwjuan merampas hal-halk yang tmbul dari izin tinggal dan izin
kerja pekerja migran dan anpgota keloarganya.

A0 Dalam mempertimbangkan pengusiran pekerja migran alau
anpeola keluarpanya, seharusioya menperhalilkan perlimbangan
kemanuosiaan  dan jangka  wakiu  yang  bersangkulan  telah
bertempat tingral di Negara tujuan lerja.

BAGIANV

Ketentuan vang berlaku bagi gelongan tertentu dari para
pekerja migran dan anggota keluarganya

Pasal 57

Golongan  Llerlenlu  dar para pekerja migran dan anggola
keluarganya vang dijelaskan dalam bagian Konvensi ini yang
memilild dolkumen atan berada dalam situasi reruler harus
menilmali hale-hak yang ditentulan dalarn bagian 11T dan, kecoali
sebagaimana diubah di bawah ini, hak-hak yang ditentukan dalam

bagian [V.
Pasal 58

1. Para pekerja lintas-hatas, sehagaimana dijelaskan dalam Pasal 2
ayal 2 [(4) Kenvensi ini, harus memiliki hak-hak yang ditenlukan
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dalam hagian [V vang dapat berlaku bagi mereka dengan alasan
keberadaan dan pekerjaan mereka di wilayah Negara tujuan kerja,
dengan memperhatikan hahwa mereka tidak memiliki tempat
tinggal sehari-hari di Negara tersebut.

2. Nepara lujuan kerja wajib memperlimbanglkan dengan bailk
penmberian kepada para pekerja lintas-batas hak untuk secara
hebas memilih aktivitas yang dibayar setelah jangka waktu
tertentu. Pemberian hak tersebut tidak boleh memengaruli status
mereka sebagai pekerja lintas-batas.

Pasal 59

1. Pekerja musiman, sehagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2
(b) Konvensi ini, harus memilild hak-lak vang ditentukan dalam
hagian ¥ yang dapat berlabw bagi mereka dengan alasan
keberadaan dan pekerjaan mereka di wilayah Negara tujuan kerja
dan vang sesuai dengan status mereka di Negara tersebut sebagai
pekeria musiman, dengan memperhatikan kenyataan bahwa
mereka herada di Negara tersehut hanya pada sebagian waldu
dalam suatu talun,

2. Dengan memperhatilkan ayat 1 Pasal ini, Negara-Negara Pihak
wajib mempertimbangkan pemberian kepada pekerja musiman
yang Lelah dipekerjakan di wilavahnya dalam periode wakly yang
gsignifikan, peluang untuk mengambil aktivitas yang dibayar
lainnya dan memberikan mereka prioritas dari pada pekerja lain
yvang ingin masuk ke Negara tersebut, dengan tunduk pada
perjanjian bilaleral dan mullilaleral yang berlakuw.

Pasal 60

Pekerja keliling, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 [e]
Komvensi ini, harus memiliki hak-hak yang ditentulan dalam
bagian 1YV yang dapat diberikan kepada mereka dengan alasan
keberadaan dan pekerjaan mereka di wilayah Negara tujuan kerja
dan yanpg sesual denean status mereka sebagai pelerja keliling di
Mepara Lersebul.
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Pasal 61

1. Peleerja proyelk, sehagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 [f]
konvensi ini, dan anggota Keluarganya, harus memilild hak-hak
vang ditentulkan dalam bagian [V, kecuali ketentuan pada Pasal 43
ayat 1 {b)] dan [c], Pasal 43 ayat 1 {d], dalam hubungannya dengan
skema peruomahan sosial, Pasal 45 ayat 1{1) dan Pasal 52 sampai
dengan &5,

2o Apabila seoranp  pekerja proyek menyatakan  babwa
persyaralan  dalam perjanjian kerjanya  Lelah dilanggar  oleh
midjikeannys, ia harus memiliki hak untuk mengajuloan hal tersebot
kepada pejabal Nepara yanp berwenang  yang  menipuyai
yurisdilesi alas majikan Lersebut, berdasarkan kelenloan yang
ditentukan dalam Pasal 18 ayal 1 Koenvensiini.

3. Negara-Negara Pihak, dengan tunduk pada perjanjian-
perjanjian bilateral dan muollilaleral yang berlaku bagi mereks,
wajib berupaya agar para peleerja proyvels tetap dilindungi secara
memadai nleh sistem jaminan sesial di Negara asal mereka ataw di
Megara tempat mereka tinggal sehari-hari selama keterlibatan
dalam proyek tersebut. Negara-MNesara Pihak yang bersangloutan
wajih mengamhbil kebijakan yang tepat dengan tujuan untuk
mienphindari penpingliaran hak ataw duplilkasi pembayaran dalam
hal ini.

4, Tanpa mengabaikan ketentuan Pasal 47 Kovensi ini dan
perjanjian bilateral alaw muallilaleral yang relevan, Nepara-Negara
Pibhak yanp  bersangkotan  wajibh  menpizinkan  pembayaran
pendapatan para peleerja provelk di Negara asal merelsa atauw
Mevara Lemipal merelka lingeal sebhari-hari.

Pasal 62

1. Pekerja dengan pekerjaan tertentu yang dijelaskan dalam Pasal
2 ayal 2 {»] Konvensi ini, harus memiliki bale-hake yang ditentokan
talam bagian [V, kecuali ketentuan dalam Pasal 43 ayal 1 (b) dan
(¢}, Pasal 43 ayat 1 (d), dalam hubungannya denpan skema
perumahan sosial, Pasal 52 dan Pasal 54 ayal 1 {d]).

2. Anggota keluarga pekerjs dengan pekerjasn tertentu harus
memiliki hak yane terkail dengan angpota keluarga para pekerja
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mipran sebapaimana dilentukan dalam bagian IV Konvensi ini,
kecwali ketenLluan dalan Pasal 53.

Pa=sal 63

1. Pelkerja mandiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 avat 2
(h) Konvensi ini, harus memilild hak-hak vang ditentukan dalam
bagian 1V, kecuali hak-hak yang secara khusos berlako bagi pekerja
YilNE MM PUNyal perjanjian kerja.

2. Tanpa mengabailian Pasal 52 dan 79 Koenvensi ini, berhentinya
aktivitas ekonomi dari pekerjs mandiri Lidak boleb denpan
sendirinya hervakibat dicabutnya izin bagi merska dan anggota
kelnarganya untulk tingpal atau melaloukan alstivitas yang dibayar
di Negara Lujuan kerja, kecwali apabila pemberian jzin linggeal
lersebul dengan jelas bergantung pada aktivilas kbosos yang
dibayar w¥ang menyebabkan mereka baleh memasoki Negara
tersebut.

BAGIAN V]

Pemajuan kendisi yang baik, setara, manusiawidan sah
sehubungan dengan migrasi internasional para pekerja dan

anggnta keluarganya
Pasal 64

1. Tanpa mengabailkan Pasal 79 Konvensi ini, Negara-Negara
Pihalk yane bersanglutan wajib, jilka perlu, berkonsultasi dan
bekerja sama dengan tujuan unluk memajulan kondisi yang bailg,
selard, dan manusiawi sehubungan dengan migrasi inlernasional
dari para pekerja dan anggota keluarganya.

2. Dalam halini, perhatian yang sungguh-sungeut harus diberikan
Litlale hanya lerhadap kebuluhan dan sumber daya pelerja, Lelapi
jupa lerhadap kebulaban sosial, ekonomi, budaya dan kebuluhan
lain dari pekerja mirran dan anggota leluarsanya yang terlibat,
dan juga akihat-akibat migrasi semacam itu pada komunitas yang
bhersangkutan.

I
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Pasal 65

1. Negara-Wegara Pihak wajib menyediakan pelayanan-pelayanan
yvang tepat untuk menangani masalah-masalah mengenai migrasi
internasional para pekerja dan anggota keluarganya. Fungsi
pelayanan ini mencakup, anlara lain:

(&) perumusdan dan penerdpan kebijakan mengenai migrasi
SETMACA 1ni;

(b) perlukaran informasi, kensultasi dan kerja sama dengan
pejabat yang berwenang dari Negara-Negara Pihale lain yang
terlibat dalam migrasi semacam ini;

(¢] penyediaan informasi vang sesuai, khususnya bagi para
majikan, pekerja dan arganisasi mereka mengenai kebijakan,
hukum dan peraturan yang berkenasn dengan migrasi dan
pekerjaan, perjanjian yang telah dibuat dengsm Negara lain
mengenai migrasi dan hal lain yang relevan;

() penyedizan informasi dan bantuan yang sesuai bagl para
pelerja migran dan anggola keluargany:d mengenddi perizindn
dan tata cara yang dipersyaratkan serta pengaturan
keberangkatan, perjalanan, kedatangan, tempat tinggal,
alitivitas yang dibayar, keluar dan lkembali, juga mengenai
kondisi kerja dan kehidupan di Nepara twjuan kerja dan
miengenai kepabeanan, nilai whkar vanyg, pajak serta hukom dan
peraturan lain yang relevan.

2. Nepara-Negara Pihak  wajib memfasililasi,  jika perlw,
penyediaan layanan kenswler dan lain-lain yang perlu oantuk
memenuhi kebutuhan sosial. budayva dan lain-lain dari para
pekerja migran dan anggota keluarganya.

Pasal 66

T. Dengan tunduk pada ayal 2 Pasal ini, hak onlok melakokan
kegiatan dengan tujuan untuk merekrut pekerja-pekerja untuk
bekerja di Negara lain haros dibalasi pada
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(a) pelayanan  umum atau badan-badan Negara tempat
dilakulkannya kegialan Llersebut;

() pelayanan umum atau badan-badan Negara Lojuan kerja
herdasarkan  perjanjian  antara  Negara-Negara  yang
bersanglkutan;

(c] sebuah badan yang dibentuk herdasarkan kesepakatan
hilateral atau multilateral.

2. Dengan tunduk pada perizinan, persetujuan dan pengawasan
nleh  pejabat pemerintah  dari Negara-Negara Pihak yang
bersangkutan sebagaimana dapat  ditetapkan Dberdasarkan
Ietentuan hulkum dan praldile di Negara-Nepgara tersebut, badan-
hadan, calon-calon majikan atau nrang-orang yang hertindak atas
nama mereka juga dapal diizinkan ontuk melakokan kegiotan di
aléls.

Pasal 67

1. Nepara-Negara Pihak yang bersanelutan wajib belerja samiz,
jika perlu, dalamy menelapkan kebijakan menpenai kepulanpan
yang tlerlib para pekerjg migran dan anppota keluarpanya ke
Negars asal apabila mereka memotoskan ontok pulang, alaw jika
1zin ungpal ataw izin kerja mereka Lelah habis masa berlalunys,
alau jika mereka berada dalam situasi ak-regoler di Negara Lujoan
kerja.

2. Terkait para pekerja migran dan anppota keluarpanya yang
berada  dalam  silwasi repoler, Negara-Nepara Uibak  yang
hersanglutan  wajib  bekemja zama, jika perlu, berdasarkan
persyaratan yang disepakati hersama onleh Negara-Negara
Lersebut, dengan Lujuan untuk memajolkan kondisi skonomi bagi
permukiman kembali mereka dan untuk memfasilitasi reintegrasi
snsial dan budaya mereka secara herkesinambungan di Negara
asal.

Pagal 681

1. Nepara-Negara Pihak, lermasuk Negara wransil, wajib bekerja
samd dengan  Wwjuan  untuk  mencegah  dan menghapuskan
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pergerakan-pergerakan klandestin atau ilegal dan mempekerjakan
pekerja migran dalam snatu situasi tak-reguler. Kebijakan yang
tiambil antul Llujuan ini yane berada dalam yuriscilesi seliap
Megara yang bersanghutan, harus mencakup :

(a) kebijaltan yang tepat untuk menentang penyebarluasan
informasi yang menyesatlkan mengenai emigrasi dan imigrasi;

(b} kebijalan untulk mendetelsi dan memberantas pergerdkan
klandestin  atauw ilepal para pekerja migran  dan  anggola
keluarganya dan ontuk menjaluhkan sanksi yang efeklil kepada
orang-vrang,  kelompol:  ataw  enlitas yang  menpgatur,
melaksanakan, alau  membante  dalam pengaturan alau
pelaksanaan pergerakan tersebut;

(€] kebijakan untuk menjatuhkan sanksi yaneg efektit kepada
orang-orang, kelompok atau entitas yang menggunakan tindak
kekerasan, ancaman dtaw inlimidasi Llerbadap para pekerja
migran dan anggota keluarganya yang berada dalam situasi tak-
reguler;

2. Negara tujuan kerja wajib mengambil lebijalkan yang memadai
dan efeldit untukk menghapuskan dipekerjakannya para pekerja
migran dalam situasi talc-reguler di wilayah mereka, termasuls jilca
diperlulkcan, memjatuhlan sanksi kepada majilean merela. Hal-hiak
pekerja miigran vis-d-vis majikan mereka yang ditimbulkan dari
pekerjaan lersebul Lidalk boleh dirupilsan oleh kebijalean ini.

Pasal 69

1. Nepara-Wegara Pihalk wajib, apabila di wilayahnya terdapat
pekera migran dan anpeota kelnarganya yang berada dalam
siluasi  lale-regoler, mengambil  kebijakan yang lepal untlok
memaslilkan bahwa siluasi demikian Lidak Llerus berlangsang,

2o Apabila Nepara-Negara Pihak  yang bersanglaulan
mempertimbangkan kemungkinan  menjadikan  siluasi reguler
oranp-orange lecsebul sesuai dengan kelentluan huloum nasional
dan  perjanjian hilateral  ataw mollilaleral  yang  berlakn,
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perlimbanpan yang lepal harus diambil terail situasi masuknya
mereka ke dalam Negara tersebut, lamanya mereka tinggal di
Nerara tujuan kerja. dan pertimbangan lain, khususnya yang
herkenasn dengan situasi keluarga mereka.

Pasal 70

Nerara-Neeara [Dihale wajib mengambil Kebijalkan yang tidalk
kurany menpuntunpgkan daripada yang dilerapkan pada warga
negaranya untuk memastikan bahwa kondisi kerja dan kehidupan
para pekerja migran dan anggoeta keluarganya yang berada dalam
situasi reguler memenuhi standar kebugaran, keselamatan,
kesehdalan dan prinsip-prinsip martabal manosia.

Pasal 71

1. Megara-Negara Pihak wajib  memfasilitasi, jika perlw,

pemulangan jenazah pekerja migran atau anggota keluarganya ke
MNegara asal.

2. Berkenaan  denpan  masalab kempensasi terkail  dengan
meninggalnys seorang pekerja migran atau anggola keluarganyas,
MNepara-Nesara Pihak wajib, jika perly, menyediakan bantuan bapi
ranp-orang yang  bersangkatan denpan tojuan unlok segera
menyelesailzan masalah-masalah tersebut. Penyelesaian masalah
tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hulkum nasional yang
berlaky  sesuai denpan kelenloan dalam Konvensi ini dan
perjanjian bilaleral alaun multilateral yang relesvan.

BAGIAN VIl
Penerapan konvensi
Pasal 72

1. [a) Untuk tujuan kaji vlang penerapan Konvensi ini, akan
dibentuk suatn Kemile Perlindungan Hak-Hak Seluruby Pekerja
Migran dan Anpggota Keluarganya (selanjutnya disebut
“Komile");

(b} Komite ini wajib terdiri atas sepulul orang pakar pada saat
Konvensi ini mualai berlako efeklil, dan menjadi empal belas

KX



http://www.djpp.depkumham.go.id

45 2012, No.115

orang pakar setelah Konvensi ini herlaku efektif terhadap
negara Ke-empat puluh satu, vang semuanya memiliki reputasi
mioral Linepd, Lidak memibale dan diakui kemampuannya pacda
bidang yvang dicalup oleh Koenvensi ini.

2. [a) Angeota Komite wajib dipilih melalui pemungutan suara
rahasia nleh Negara-Negara Pihak dari daftar orang-orang yang
dicalonlan oleh Nepara-Nerara Mihals, dengan
mempertimbanglan distribusi peopralis yang setara, lermasul
Nepara asal dan Negara tujuan kerja, dan keterwaldlan sistem
hulsum yang wlama. Setiap Nepara Pihak dapal mencalenkan
suluorang di anlara wargs negaranys;

(b)) Anggata wajib dipilih dan wajib bertwgas dalam kapasitas
pribadi mereka.

4. Pemilihan pertama wajib diselenggarakan tidak lebih dari enam
bulan setelab Lanpgal Kanvensi ini berlako efekLlil, dan pemiliban
berikutnya dilakukan setiap tahun kedua. Sekurang-kurangnya
empat bulan sebelwm tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal
Perserikalan Bangsa-Bangsa wajib mengirimbkan sorat kepada
Negara-Negara Pihalk, vang mengundang mereka untuk
menyampailkkan calon mereka dalam walktu dua bulan. Seliretaris
Jenderal wajib menyiapkan daftar nama semua orang yang
dicalonkan sesuai abjad, dengan menyebutkan Negara-Negara
Pihak yanpy mencalonkan mereka, dan wajib menyampaikan daltar
tersebut Kepada Negara-Negara Pihak tidak lebih dari satu bulan
sebelum tanegal pentilibhan, bersama dengan dattar riwayat hidup
orang-orang yane dicalonkan,

4. Pemilihan anggela  Komite  wajib diselengparakan  pada
perlemuan Negara-MNepara Pihak  yang  diselengparakan  oleh
Selretaris Jenderal di Markas Besar Perserilkatan Bangsa-Hangsa,
Pada pertemuan tersebut, yvang kuorumnya wajib dibentuk dengan
tdua per tiga dan selurub Nepara-Nepara Pihak, calon-calon yang
Lerpilih untuk menjadi angeola Komile adalah mereka yang
memperaleh suara terhanyak dan mayoritas suara mutlak dari
Nepara-Negara Pihal yang hadir dan memilih.
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5. (a) Anggota Komite wajib bertugas untok masa jabatan empat
tahun. Namun, masa jabatan untuk lima anggota vang terpilil
pada pemilihan pertama alcan herakchir setelah masa dua tahun;
segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kelima angeata
tersebut wajib dipilih melalui undian oleh Ketua pertemuan
Negara-Negara Pihal;

(b) Pemilihan empat  anggota  tambahan  Komite  wajib
diseleneearakan sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3, dan 4 Pasal
ini, setelah Kanvensi ini berlaku efektif terhadap Negara Pihak
keempat puluh satu. Masa kerja dari dua anggeta tambahan
yang dipilih pada kesempatan ini akan herakhir pada masa dua
tahun; nama-nama kedua anggota tersebut wajib dipilih melalwi
undian oleh Ketua Pertemuan Negara-Negara Pihak;

(] Angeota Komite berhak dipilih kembali apabila dicalonkan

lembali.

6. Apabila seorang anggota Komite meninggal dunia  atau
mengundurkan diri atau menyatakan atas alasan lainnya bahwa ia
tidak lagi dapat menjalankan tugas Komite, Negara-Negara Pihak
yvang mencalonkan pakar tersebut wajibh menunjuk palkar lain di
antara warga negaranya untuk sisa masa jabatan anggota tersebut.
Penunjukan barw ini Lunduk pada perselojoan Komite.

7. Selretaris Jenderal  Perserikatan  DBangsa-lBangsa  wajib
menyediakan stal dan fasilitas yang diperiokan untok pelaksanian
fungsi [ omite secara efektif.

B. Angeota Komite harus menerima gaji dari sumber-sumber
Perserikatan DBangsa-llangsa sesuai dengan persyaratan dan
ketenluan yang dipotuskan oleh Majelis Umuom.

9. Anggota Komite barus memiliki hak atas fasilitas, halk istimewa
dan kelebalan sebagai pakar dalam misi Perserikatan Bangsa-
Bangsa sebagaimana ditetapkan dalam bagian-bagian yang relevan
dalam  Konvensi lentang  Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan
Perserikalan Bangsa-Bangsa.
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Pasal 73

1. Negara-Wegara Pihak Dberupaya untulk menyerahkan sebuah
laporan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
unlulk dipertimbangkan oleh Komite mengenai kebijakan lepisladif,
yudisial, permerinlab, dan kebijakan lain yang telah diambil untolk
melaksanakan ketentvan dalam Konvensi ini:

(a1} dalam waklu salu Llabon setelah Kovensi ini berlalw elelUif
bagi Nepara Pihak yang bersangkutan;

(b) selanjutnya setiap lima tahun dan jika Komite memintanya.

2. Laporan yang disiapkan menurut Pasal ini harus menyebutkan
Laklor-lalklor dan kesalilan-kesulilan,  apabila  ada, yang
memengarubi implementasi Konvensi ini dan harus mencakup
informasi mengenai karakleristik arus migrasi yang Negara Pihak
hersanglutan terlibat di dalammya.

3. Komile wajib menetapkan pedoman lebibl lanjul mengenai isi
dari laporan tersebut.

4, Negara-Wegara Pihak wajib menjadikan laporan-laporan
merela tersedia secara luas kepada publilk di negaranya sendiri.

Pasal 74

1. komite wajib memeriksa laporan-laporan yang disampaikan
tleh seliap Negara Fihale dan wajiby menyampaikan komentar-
komentar yang  dianggap lepat kepada  Negarn Pihak  yang
bersangkutan. Negara Pihak ini dapat menyampailan kepada
Komile pengamalan-pengamatan terhadap segala komentar yang
diberikan aleh Komite sesuai dengan Pasal ini. Komite dapat
meminta informasi tambahan dari Negara-Negara Pihak ketika
sedany memperlimbangelan laporan-laporan lecsebud.

2. Selrretaris Jendral Perserikatan Dangsa-Bangsa wajib, dalam
waklu yang Lepal sebelum pembuokaan setiap persidangan reguler
Komite, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Organisasi
Buruh  Internasional salinen laporan yang disampaikan oleh
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Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dan informasi yang
relevan dengan pertimbangan laparan ini, untuk memungkinkan
Drganisasi tersebut membantu Komite dengan kepakaran yang
dapat mereka berikan terkait dengan hal-hal yang ditangani oleh
Konwvensi ini yang masok dalam cakopan kewenangan Organisasi
Buruh Internasional, Komite wajib mempertimbanglan  dalam
pembahasannya kamentar-komentar dan baban-bahan yang dapat
disediakan oleh Organisasi Lersebul.

A Sekrelaris Jenderal Perseriliatan Bangsa-Bangsa juga dapat,
selelah berkonsullasi denpan Komile, menyampaikan kepada
badan khusus lain dan Kepada organisasi-organisasi antar-negara,
salinan dari bagian-bacian laporan ini yange dianepeap masule dalam
kewenangan badan dan organisasi tersebut.

4, Komite dapat menpgundang badan dan ergan  lkhusus
Perserikkatan Tangsa DBangsa, dan organisasi antar-negara, serta
hadan lerkait lain untok menyampaikan, unluk dipertimbanglan
oleh Komile, informasi tertulis menpenai hal ypane dilangani
Komvensi ini yang masuk dalam cakopan kegiatan mereka.

5. Organisasi Burub Internasional wajil) diundang oleh Komite
kol menunjulk  perwakilannya  oantele berpartisipasi, dalam
kapasilas konsullasi, pada perlemuan-perieniuan Komile,

6. Komile dapal mengundang perwakilan badan dan organ khusas
Perserilcatan Banpgsa-DBangsa serta organisasi antar-negara, untulk
hadir dan didengarkan dalam pertemuan, hilamana masalah yang
menjadi cakupan kewenangan mereka tengah dipertimbangkan.

7. Komile wajib menyampaikan laporan labunan pada Majelis
[Jmum  Perserikatan Tangsa-Bangsa mengenai penerapan
Konvensi ini, yang berisi periimbangan dan rekomendasinya
sendiri, khususnya berdasacrkan pemeriksaan laporan-laporan dan
segala pengamatan vang disampaikan olefl Negara-Wegara Pihak,

2 Sekrelaris  Jenderal  DPerserikatan Bangsa-Bangsa  wajib
menyampaikan laporan tahunan Komite kepada Negara-Negara
Pihal Konvensi ini, Dewan Ekonomi dan Sosial, Komisi 1lalk Asasi
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Manusia Perserikatan Bangsa-langsa, Direktur Jenderal Organizasi
Buruh Internasional dan organisasi terkait yang lain.

Pagal 75

1. Kvmile wajilh menpadopsi aturan-aluran prosedural mereka
sendiri.

2. lkomite wajilh memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan
dua Lahun.

4. Komite, dalam keadaan normal, wajibh melalcukan pertemuan
seLizp Lakbian.

4. Pertemuan-pertemuan Komite, dalam keadaan normal, wajib
diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 76

1. Swaln Nepara Pihak Konvensi ini sewaklu-walktu  dapat
mendeklarasikan  berdasarkan  Pasal ini bahwa ia mengalkoi
kewenangan Koemile unlulk menerima dan memperlimbang lkan
komunikasi sehingga suatu Negara Pihak dapat menggugat MNegara
Pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannys herdasarkan
Konvensi ini. Komunikasi yang dimaksud dalam Pasal ind dapat
diterima dan diperlimbanglan hanya jika disampailkan oleh sualu
Mevara Pihalk yang lelah membuoal deldlarasi baliwa dirinya Llundul
pada kewenangan Komniite. Tidak satw pun komunikasi baleh
diterima pleb Komile apabila bal tersebol berbuobungan dengan
Negara Pihak yang helum membuat deklarasi. Kemunikasi yang
diterima berdasarkan Pasal ini harus dilangani sesuai dengan
prosedur sebagai berilkul.

fa] Apabila sualu Nepara Pihak Konvensi ini beranppapan
batiwa Negara Pilak lain tidak memenuhi kewajibannya dalam
Konvensi ini, Negara Pihak tersebut dapat, melalui komunikasi
Lertulis, membawa masalah Lersebut wntul diperhatilkan oleh
Megara Pihak yang bersangkuolan. Negara Pihale juga dapat
memberitahulan Komite mengenai masalah ini. Dalam walktu
Lipad bulan  setelall komuonikasi tersebut  diterinia, Nepara
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penerim=a wajib - omenyampaikan  kepada Nepara yang
mengirimkan komunikasi sebuah penjelasan, atau pernyataan
lain secara tertulis menerangkan masalah tersebut yang
mencakup, sepanjang memungkinkan dan relevan, rujukan
lerhadap prosedur demestik dan penyelesaian yvang dilbempuby,
tertunda, atau tersedia untule masalah ini;

{b) Apabila masalab Lersebul tidak dapat diselesailkan secara
memuaskan bagi kedua Negara Pihak vang bersangkutan dalam
waktu enam bulan setelah komunikasi awal diterima aleh
Megara penerima, Negara salah satunya harus memilikd hak
untule mengajulan masdalab Lersebul kepada Komile, dengan
memhberikan pemberitahuan kepada Komite dan Negara Pihak
lavin;

(] Komile wajib menangani masalab yang diajukan kepadanya
hanya jika Komite telah memastikan bahwa semua
penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh  dalam
menangani  masalah ini, sesuai dengan asas-asas hokwom
internasional yany diakul secara umum, Ketenluan ini tidak
boleh  berlaku apabila, menurut pandangan Komite,
pelaksanaan upaya penyelesaian Lelah lerlunda Lan pa alasan;

{d]) Dengan tundulk pada ketentuan huruf [c] ayat ini, Komite
harus menyediakan jasa-jasa bailaya bagi Negara-Negara ihak
yang herkepentingan dengan tujuan untuk menyelesaikan
miasalall ini secara bersahabal berdasarkan penphormalan pada
kewajiban yang dilenlukan dalam Konvensiini;

fe] Komile wajib menyelenggarakan pertemuoan tertulup kelika
memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini;

Ml Dalam seliap masalab yang diajukan kepada Komile sesoai
dengan hurid [b] ayat ini, Komite dapat meminta Negara-
Mepara Uihbak yang bersangkulan, sebapaimana dimaksud dalam
hurut {b), untuk memberikan intformasi yang relevan;

fr] Nepara-Negara Fibak yang bersangkolan, sebagdimana
dimaksud dalam hurof (h) ayat ini, harus memiliki hak untuk
diwakili apabila masalahnya dipertimbangkan oleh Komite dan
untul menyampaikan peronyataan secara lisan dan falao talisan:
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(h) Dalam waktu dua helas bulan setelah tanggal penerimaan
pemberitalivan berdasarkan hurut (b) ayat ini, Komite wajib
menyampailkan laparan sebapai berilaut

(i) Apabila suatw penyelesaian telah dicapai sesuai dengan
kelentwan dalam horol (d] ayal ini, Komile wajib membalasi
lapprannya pada keterangan singlkat tentang fakta-fakta dan
Penyvelesaian yang telah dicapai;

[ii] Apabila suatn penyelesaizn yang diatur dalam hurat {d)
Liclak tercapai, Komite dalam laporannya wajib memasuklan
lalila-lalkla yang relevan menpendi isu di antara Negara-
Megara Pihak yang bersangkotan. Penyampaian tertulis dan
rekaman penyampaian lisan dari Negara-Negara Pihalo wajib
dilampirkan pada laporan tersebut. Komite juga dapat
menpgkomunikasilan hanya kepada Negara-Nepara Pihak
yang bersanglutan pandangan-pandangan yang
disnggapnya relevan dengan isu di antara mereka. lalam
setiap hal, laporan tersebut wajibh dikomunikasikan kepada
Nerara-Negara Pihak yang bersan glautan.

2. Ketentuan dalam Pasal ini mlai berlaku elekul pada saat
sepulul Negara Uibak Konvensi ini lelah membual deklarasi
bherdasarkan ayal 1 Pasal ini. Pernyataan tersebul wajib disimpan
aleh Negara Pihak pada Sekretaris |enderal Perserikatan Bangsa-
Dangsa vang kemudian wajib meneruskan salinannya kepada
Necara Pihalk lain. Suatu deldarasi dapat ditarils sewaktu-waldu
densan menyampaikan pemberitahuan kepada Selkretaris Jenderal.
Penarilan lersebut Llidak boleh mengabailan perltimbangan segala
masalah yang menjadi isu dar komunikasi yang telah disampaikan
berdasarkan Pasal ini; tidak satu pun komunikasi lanjutan aleh
Nersara Pihak boleh diterima berdasarkan Pasal ini setelah
pemberilabuan penarikan  deklarasi  dilerima  oleh  Selretaris
Jenderal, kevuali apabila Nepara Pihak yang bersanplulan telah
membual deklarasi barw,

Pasal 77

T, Swakw Nepgara  Pihak  Konvensi oini dapat  sewaklu-waklu
mendellarasikan bherdasarkan Masal ini bahwa ia mengaloud
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kewenangan Komite untuk menerima dan mempertimbanglan
komunikasi dari ataw atas nama individu vang berada di bawah
vurisdilesinya yvane menpgueal bahwa hak-hak individunya Lelah
dilanggar olelh Negara Pihak sebagaimana ditentulan dalam
Konvensi ini. Tidale satu pun komunikasi boleh diterima Komite
apabila hal tersebul berkenaan denpan suatu Nepgara Pihak yang
belum membuat delzlarasi semacani itu.

2. Komile wajib menolak sepala komunikasi berdasarkan Pasal ini
apabila komunikasi tersebut tanpa nama, atau apabila Komite
HIENEAN PrA Py sebapal penyalahpunaan hals witule
menyampaikan komunikasi, ataw apabila tidak sesuai dengan
ketenluan Konvensi ini,

3. Komile tidak baleh mempertimbangkan sepala komuonikasi dari
individu herdasarkan Pasal ini kecuali Komite telah memastilan
bahwa .

(a) masalah yane sama belum dan lidale sedany diperilsa
berdasarkan prosedur penyelidikan atau  penyelesaian
inlernagional lain:

(b} individu terszebut telah menggunakan seluruh upaya
penyelesaian domestik vang ada; hal ini tidak baleh berlaku
apabila, menurul  pandanpan  Korite, pelaksanaan  upaya
pemulihan tersebut telah ditunda-tunda tanpa alasan atau tidak
alan memberikan  penyvelesaian yang  eleldlil bapi individu
lersebul.

4. Dengan Londok pada ketentuan ayal 2 Pasal ini, Komite wajib
menyanpaikan seliap komunikasi yang digjukan kepada Komite
berdasarkan Pasal ini untuk diperhatikan oleh Negara Pihak
Konvensi ini yang lelah membual deklarasi berdasarkan ayal 1 dan
dituduh Lelab melangpar ketentuan Kanvensi. Dalam waklo enam
bulan, Megara penerima wajib menyampailan lkepada Komite
sualu penjelasan atan pernyataan leriulis yanp mengslklarililasi
masalah tersebol dan vpaya-upaya pemualihan, jika ada, yang Lelah
dilakulan oleh Megara tersebul.
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5. Komile wajib memperlimbanelkan komunilosi yang dilerima
Konike berdasarkan Pasal ini berkenaan dengan semua infornasi
untuk Komite yang disediakan oleh atau atas nama individu dan
oleh Wegara Pilak yang bersanglatan.

6. Komile wajib menyelenpoaralian perlemuan leclulap kelika
memeriksa leomunilkasi-lkopmuonikas menuorat Pasal ini.

7. Komite wajib menyampaikan pandansan-pandangannya kepada
Megara Pihalc yang bersanglutan dan kepada individu.

8. Kelentuan dalam Pasal ini molai berlako  elekll pada saat
sepuluh Negara Pihak Konwvensi ini telah membuat deklarasi
berdasarkan ayal 1 dari Pasal inic Deklarasi tersebul wajib
disimpan oleh Negara-Negara Pihak pada Sekrelaris  Jenderal
FPerserilzatan Bangsa-Bangsa yang kemudian wajib meneruslkan
salinannya kepada Negara-Negara Pihak lain. Suatu deklarasi
sewaktu-walktu dapat ditarik denran  menyampaikan
pemberitabivan kepada Selaelards Jenderal, Penarikan lersebut
Lidal: holeh mengabaikan pertimbangan terhadap segala masalab
yvang menjadi isu dart komunikasi yang telah disampaikan
berdasarkan Pasal ini; tidak satu pun komunikasi lanjutan oleh
alaw alas nama individu boleh dilerima berdasarkan Pasal ind
selelah pemberitahwan penarikan  deklarasi diterima oleh
Sekrelaris Jenderal, kecuali apubils Negara Pihak Lersebuotl telah
membuat deklarasi haru.

Pasal 78

Ketentuan dalam Pasal 76 Konvensi ini wajib diteraplkan tanpa
mengabailkan  prosedur ontwk  penyelesaian sengkela alau
pengaduan dalam bidang yang dicalkup oleh Konvensi ini yang
tercantum pada instrumen yang menyertai, atau dalam Konvensi
yang dilelapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-
badan khosus, dan lidak boleh mencepah Nepara-Nepara ihak
untuk memilih segala prosedur untuk menyvelesaikan senglketa
sesual denpan perjanjian inlernasional yanp berlalu elellil di
anLara mereka.
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BAGIAN VI
Ketentuan unium
Pas=al 70

Tidak satw pun ketentuan dalam Konvensi ini haleh memengaruhi
hak setiap Negara Pihak untuk menetapkan kriteria yang mengatur
peneriniaan pekerja migran dan angeota keluarganya, Mengenai
masalah lain berkenaan dengan siluasi dan perlakuan hukum
sebagal pekerja migran dan anggota keluarganya, Negara-Negara
Uibak  wajilh  Londuk  pada  pembalasan-pembalasan yang
ticanlurnkan dalam Kenvensi ini.

Pa=al 8D

Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini holeh ditafsirkan
sedemikian rupa sehingga menpurangi kelentuan dalam Piagam
Perseriltatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari badan-badan
khusus  yang menetapkan  tanggung  jawab  masing-masing
Perserikalan  Bangsa-Banpsa  dan badan-badan  khososnya,
berkenasan dengan permasalaban yvang diator dalam Kanvensi ini.

Pa=zal 81

1. Tidalt satu pun ketentuan dalam Konwvensi ini boleh
memengaruhi hak-hak atau kebebasan-kehehasan yang lehih haik
yang diberikan  kepada  para pekerja migran dan anggola
kelnarganya dalam hal:

(a) hulcunm atan praltik di Negara Pihalg atan

(I1) sepala perjanjian bilateral atan muollilateral yang berlako
bagi Necara Pihak yang bersanalutan,

2. 'lidalc satu pun ketentuan dalam Konvensi ini dapat ditafsirkan
sedemikian rupa sehinpgpea menyiratkan bahwa sualu Nepara,
kelompolk, atan individu menmpunyai hak untuk melakukan
aklivitas atan menjalankan Llindalan yang dapal meneorangei bals-
hak dan kebebasan-kebhehasan yvang ditentukan dalam Konvensi
ini

Pasal 82

[lak=hak para pekerja migran dan anggota Keluarganya yang
ditentokan  dalam Kenvensioini Lidsk dapal dieabot Tidak
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dibalehkan untule melakukan segala hentuk tekanan terhadap para
pekerja mipran dan anpeota Keluarganya denpan maksad apar
mereka melepaskan atan menghilanpgkan sepala hak-hale di atas.
Tidak dimuongkinkan untuk mengurangi hak-hak yang diakui

dalam Kenvensi ini melalul perjanjian. Negara-Negara Pihak wajib
menpganmbil kebijakan yang lepal unlul memastilzan dibormaling:
Prinsip-prifsip inL

Pasal 83
Setiap Wegara Pihal pada Konvensi ini berupaya :

() unluk memastilkan babwa seliap orang yang hal-hak dan
kebebasan-kebebasannya, sebagaimana dialwi dalam Konvensi ini,
Lelab dilanggar, wajiby mendapatkan opayas pemualihan yang eleklil
walaupun pelangparan lersebul dilakulkan vleh orang-orang yang
berlindak dalam kapasitas resmi;

(b) untuke memastikan bhahwa setiap orang yang mencari upaya
pemulihan tersebul, wajib apar gugalannya dikaji ulang dan
diputuskan oleh pegjabat pengadilan, pemerintab, atau legislatif
yung  berwenang, alau oleh  pejabal  berwenanp  lain yung
ditetaplcan oleh sistern hultumt Negara tersebut, dan  untulk
mengembanplan kemunpkinan penualiban huloan

(c) untuk menjamin bahwa pejabat yang berwenang tersebut
wajib melalsanalkan upaya-upaya pemulibian apabila dileabullcan.

Pasal 84

Setiap Negara Pihak berupaya untuk mengambil  kebijakan
legislatit dan kebijakan lain yang diperlukan untuk menerapkan
ketenluan dalam Konvensi ini.

BAGIANIX
Ketentuan penutup
Pasal 85

Sekretaris |enderal Perserikatan  DBangsa-llangsa  ditetapkan
sebagai penyinpan Konvensi ini.
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Pasal {16

1. onvensi ini terbuka untuk ditandatangani nleh semua Negara.
Konvensi ini Landuk pada ratililasi.

2. Komvensi ini terbuka untulk diakesesi oleh setiap Negara.

A Instrumen ratitikasi atau  aksesi disimpan nleh Sekretaris
Jenderal Perserikalan Bangsa-Bangsa.

Pagal 17

1. Komvensi ini mulai herlalu efektif di harl pertama pada hulan
selelab perinde Liga bulan sejak langeal penyimpandn instrumen
ratifileasi atan alesesi yang kedua puluh.

2. Bapi setiap Nepara yang meratilikasi alan menpaksesi selelah
Konvensi ini berlaku efelctit, Konvensi ini mulai berlaku efelctif di
hari pertama pada bulan setelah perinde tiga bulan sejak tanggal
penyimpanan instrwmen ralifilasi atau aksesinya.

Pasal 88

Suatu Negara  yang meratifikasi atan mengaksesi Konvensi ini
tidak dapat mengecvalikan penerapan bagian mana pun dari
Konvensi ini, atau tanpa mengabaikan Pasal 3, mengecualikan
katepori Lertenlo dari pelierja micran dalam penerapannys.

Pasal 9

1. Seliap Mepara Pibal dapal menarile diri dari Kanvensi ini, tidak
lebit awal dari lima tahun sejak Konvensi ini malai berlako eleklil
di Negara yvang bersangkutan melalui pemberitahuan tertulis yang
ditujukan kepada Sekretaris [enderal Perserikatan Bangsa-Dangsa.

Z. Penarikan diri semacam itu mwlai berlaku efektit di hari
pertama pada bulan setelah perinde dua belas bulan herakhir sejak
Langeal  penerimdan  pemberitahuan oleh Selretaris  |Jenderal
FPerserilzatan Bangsa-Bangsa.

3, Penarilan dird semacam o ldals akan melepaslian Negara
I'ihalk dari kewajibannya berdasarkan Konvensi ini sehubungan
dengan Lindokan alauo kelalaian yang terjadi sebelum tanggal
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penarikan diri herlaku efeltif, dan penarikan diri ini tidak haleh
mengabailian dalan benlulk apa pun pertimbangan yang lengah
berlangsunge menrenai segala masalah  yang  sedane
dipertimbangkan aleh Komite sebelum tanggal penarikan diri

berlaku efektit,

4. Selelah Langgal penarikan diri svate Negara Pibak berlaku
elekll, Komile tidak boleh mernulai pertimbanpan masalah baru
terkait dengan Nepara tersebut.

Pa=al 9D

1. Lima tahun selelah Konvensi ind berlako eleldil, Nepara Pihak
dapat  menposollkan  perubahan Konvensio ini sewakiu-walklu
melalul pemberitahuan tertulis yang ditujulan kepada Selaetaris
Jenderal Perserikatan [Bangsa-Tangsa. Selmetaris  Jenderal
kemuodian wajib mengkomuonikasilean segala osulan amendemen
kepada Nepara-Negara Uihak, dengan permintaan bahwa mereka
memberi tahu kepadanya apakalh mereka menyetujui diadakannya
Konlerensi Nepara Pihals dengan {tujuan antuk memperlimbanpkan
dan melakukan pemungutan suara atas usulan tersebut. Jika dalam
waktu empat bulan sejak diterimanyva kormunikasi  tersebut
selkuranp-kourangnya  seperliga dari Neegara-Nepara Pihak
menyetujui diadalcannya konterensi itu, Selaetaris Jenderal wajib
menyelenggarakan konferensi di bawah naungan Perserikatan
Bangsa-Hangsa,  Setiap amendemen yang  dilelapkan  oleh
mayoeritas Megara Pihals yang hadir dan memilildi hal suara pada
konterensi, wajib disampaikan kepada Majelis [Imum Perserikatan
BHangsa-Bangsa untuk mendapal perselujuan.

2. Amendemen skan mulai berlako eleklil apabila lelah diselujui
oleh Majelis Umum Perserikalan Banpsa-Bangsa, dan dilerima oleh
dua pertipa mayoritas Negara Pihak, sesuai dengan proses
konstitusi masing-masing.

d. Apabhila amendemen telah berlaku efektif, amendemen tersebut
akan mengikat Negara-Wegara Pihak vang telah menerimanya,
sedangkan Negara Pihak lain masih tetap terikat pada ketentwan
dalam Koenvensi ini dan amendemen-amendemen terdabiula yang
telah mereka terima.
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Pasal 91

1. Selretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Dangsa  wajib
menerima  dan mengedarkan kepada semua Negara, naskah
reservasi yang dibuat oleh Negara-Wegara pada saat dilakukannya
penandatanganan, ratifilasi, atau alesesi.

2o Suwaln reservasi yang tidak sesual dengan Lwjuan dan meaksud
Konvensi ini tidak diizinkan.

3, Heservasi dapal sewaklu-waklo ditarilk kembali melalui sualu
pemberitahuan yang disampaikan kepada 5Sekretaris [enderal
Perserikalan Bangsa-Banpsa, yiang kemudian wiljib
menginformasikannys  kepada semua  Negara., Pemberitahuan
sernacanm iln akan mulai berlalen pada tanpeal saal dilerine.

Pasal 92

1. Segala sengketa antara dua atau lebih Megara Pihak mengenai
interpreslasi aleo penerapan Koovenosi ini yang tidak dapal
diselesailkkan melalui negosiasi, atas permintaan salah satu dari
mereka, wajib diajukan Kepada arbitrase. Apabila dalam waktu
enarm bulan sejake tangeal digjukannya permohonan arbilrase
tersebut para Pihak tidak dapat menvetujui pengaturan arbitrase,
salah satu Pihak dapat merujuk kasus tersebut ke hMahkamah
Internasional melalui permohonan yang sesual dengan Statuta
Mahkamah tersebut.

2. Setiap Nepara Pihale pada saat penandatanganan atau ratifileasi
alaw alsesi Konvensi ini dapal mendeldarasilan babwa ia tidal
mengangeap dirinya terilkat oleh ayat 1 Pasal ini. Negara-Negara
l'ihale lain tidak boleh terikal dengan ayal tersebul  dalam
hubungannya dengan seliap Negara Uihak yang telah membuoat
deldarasi semacan it

3. Seliap Nepara PFihak yang lelab memboat deklarasi sesoai
dengan ayat 2 Pasal ini dapat sewalitu-walstu menarik ltembali
deldarast  lersebul melalul pemberitabiuan kepada  Seloelaris
Jenderal Perserikalan Bangsa-Bangsa.
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Pasal 93

1. Konvensi ini, yang naskab-naskalnya dalam bahasa China,
Ingoris, Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama-sama otentils,
wajih disimpan pada Sekretaris [enderal Perserikatan Tangsa-
Bangsa.

2. Sekrelaris  Jenderal  Perserikatan Bangsa-Bangsa  wajib
menyampaikan salinan resmi Konvensi ini kepada semuoa Negara.

Denpan disaksiltan oleh yang berkuasa penonh di bawah ini, dengan
wewenang vang diberikan alell Pemerintah masing-masing, telah
menandalangani Konvensi ini.
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International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families

Adapted by General Assembly Resolution 45 /158 of 18
December 1990

Preamive
The States Parties 1o the present Gonvernlion,

Taking into account the principles embodied in the basic
instruments of the linited Nations comcerning human rights, in
particular the Universal Declaration of [luman Rights' the
International Covenant on licemomic, Social and Cultural Rights,?
Lthe Internatinnal Covenanl on Civil and Political Righls? Lhe
Internatienal Convention an the limination of All Forms of Racial
Discrimination,” the Convention on the Llimination of All Forms of
Discrimination against Woment and the Convention on the Rights
ol Lhie Child 5

Taking fnto account also the principles and standards set forth in
Lhe relevant instrumenls elaborated within Lhe framework of Lhe
International Labhour Organisation, especially the Convention
concerning Migration for Employment [No. 97], the Convention
eoncerning Migrations in Abusive Conditioms and the Promuotion of
Eguality of Opportunily and Treatment of BMigranl Workers
(Ne143),  Lhe Recommendation  econeerning Migration  [or
Employment (No. 86), the Recommendation concerning Migrant
Workers [No.I51), the Convenlion concerning  Foreed  or
Compulsory Labour [No. 29) and the Convenlion concerning
Abolition of Forced Laboor [No. 105),

1 Resoluiion 217 A{TID,

* Resolution 2200 A [XXL), anncx.
3 Hesoluticon 2106 A [XX), annex.
1 lesolution 430180, anhes
ARcsalucion 4425, armow
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Reoffirming e imporlance ol Lhe principles conlained in Lhe
Convention against Discrimination in Cducation of the United
Nations liducational, seientific and Cultural Organization,?

fecalling  Lhe Convenlion  against Torlure and Olher Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishiment,” the Dedaration
of the Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders® the Code of Conduct for Law
Inforcement Qfficials,® and the Slavery Conventions, !0

fecalling Lhat one ol Lhe objeclives of Lhe [nternalional Laboor
Nrgamisation, 4s stated in its Constitution, i3 the jrotection of the
interests of workers when emiployed in countries other than their
own, and bearing in mind the expertise and experience of that
organizalion in matlers relaled o migrant workers and members
of their tamilies,

fecugnizing e importance ol the work done in connection with
migrant workers and members of Lheir families in various organs
ol the Uniled MNalions, in parlicular in Lhe Commission on Human
Rights and the Commission for Socvial Development, and in Lhe
Food and Agricwlture Organization of the United Nations, the
IInited Wations FEducational, Scientific and Cultural Organization
and Lhe World Heallth Organizalion, as well as in other
inlernalional orpanizalions,

fecognizing alsn the progress made by certain States on a regiomal
or bilateral basis towards the protection of the rights of migrant
worlers and members of their families, as well as the importance
and wseflulness of bilaleral and mwllilateral apreements in Lhis
field,

€ TIniked Mations, Treaty Sorics, wol. 429, Wo 195

? Iesalution 39,40, annex.

# See Fourlh Uniled Nalions Congress oo the Prevendon of Crime and hbe
Treulmenl ol Offenders, Kyolo, Tapan, 17- 26 Augesl 1970 reporl prepared by Lhe
Secretariaf [United Nations publication, Sales e, L7 LIV.S),

% Hesoluticon 34,7169, annesx

10 See Human Rights: A Cemnpilation of International Instruments [United Natiens
ihlication, Sales Mo BNV,
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Heofizing the imjportance and extent of e migration phensmennon,
which involves millinns of peaple and atfects a large number of
Slates in the internatinnal communily,

Awdre of the impact of the Mows of migranl workers on Slates and
people concerned, and desiring to establish norms which may
contribute to the harmonization of the attitudes of States throweh
the acceptance of basic principles concerning the treatment of
mipranl workers and members ol Lheir families,

Considering the situation of vulnerability in which migrant workers
and mermbers of Lheir lamilies [requenlly-lind hemselves owing,
amnong other things, to their absence from their State of arigin and
L the dilficullies Lhey may encounler arising from their presence
in the State of employment,

Cornvinead Lhat Lhe rights of migranl workers and members of their
tamilies have not been sufficiently recormized everywhers and
therefare require apprapriate international protection,

Talking into account the [acl that mipralion is ollen the cause of
serious problems Tor Lthe members of the families of migrant
workers as well as lor the worlkers Lhemselves, in particalar
because of the scattering of the family,

Bewring in mind Lhal the human problems involved in migration
4are even mare serious in the case of irregular migration and
vonvineed therefore Lhal appropriale aclion should be encouraped
in order to prevent and eliminate clandestine movements and
Lrallicking in mivranl workers, while al the same Lime assuring Lhe
protection ol their lundamental hunan ripghts,

Cansidering Lhal workers who are non-docomented or inoan
irregular situation are frequently employed under less tavourable
vonditions ol work Lthan other workers and thal certain employers
lind Lthis an inducerment Lo seek such labeaur in order Ly reap Lhe
benefits of untair competition,

Considering abso thal recourse o the employment of miprant

workers who are inan irregular situation will be discouraged il the
fundamental human rights ol all migrant workers are more widely
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recognized and, morenver, that granting certain additional rights
to migrant workers and members of their tamilies in a regular
situation will encouraee all mierants and emp loyers to respect and
comply with the laws and procvedures established by the Stales
concerned,

Canvinced, therefore, of the need to bring about the international
protection of the rights of all migrant workers and menibers of
their families, reatfirmine and establishing basic norms in a
comprehensive convention which could be applied universally,

Hove ugrecd oy fullows

PART I
Scope and definitions
Article 1

1. The prezent Convention is applicable, exrcept as otherwize
provided herealler, Lo all migranl workers and members of their
Lamilies wilhoul dislinelion ol any kind such as sex, rave, volour,
languapee, religion or canviclion, pelilical or olher opinion, national,
ethnic or social origin, nationality, age. economic position,
property, marital status, birth ar other status.

2. The present Convention shall apply during the entire migration
provess ol migranl workers and members ol their lamilies, which
comprises preparation for migration, departure, transit and the
enlire period ol slay and remapoerated aclivily in the State of
employment as well as return to the Slale of oripin or Lthe State of
habitual residence.

Article 2
For the purposes of the present Convenlion :

1. The term "migrant worker” reters to a person who is to be
engaced, is enpgared or has been enpaped in a remuneraled activity
in a State of which he or she is not a national.
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2. (a) 'The term "frontier worker” refers to a migrant warker whao
retains his or her habitual residence in a neiphbouring State Lo
which he or she normally relurns every day or ab least ance a
weel:

(b} The terma "seasonal worker™ refers to a migrant worker
whose work by ils character s dependenl on seasanal
conditions and is performed only during part of Lhe year;

(€] The term "seatarer”, which includes a fisherman, refers to a
migrant worker employed on board a vessel registered in a
State of which he arshe is not a national

(d) The term "worker on an oftshore installation” refers to a
migrant worker employed on oan sffshore installation thal s
under the jurisdiction of a State of which he or she is not a

national;

(2) The term "itinerant worker” refers to a migrant worker
whn, having his or her habitual residence in ane State, has to
travel Lo another Slate or Slates [or short periods, owing Lo the
nature of his ar her accupation;

(M The term "projecl-lied worker” relers 1o a miprant worker
admitted to a State of employment for a defined period to work
solely oo a spedilic project being carried oul in Lhal Sale by his
or her eniployer;

(g] The term “specified-employment worker" refers to a
nupranl worker .

[i] Who has been sent by his or her employer [or a
resbricled  and delined pericd of Lime Lo oa State of
employment Lo underLake a specific assignment or doty; or

(i) Who enpages lor a resbricled and delined period ol Ume
in work that requires professional, commercial, technical or
other highly spedialized skill; or

(iii) Wha, upan the reguest of his or her emplover in the
State of employment, engages for a restricted and detined
perind of time in worlo whose natore is transitory or hriel;
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and who is reguired 1o depart Irom the Stale ol employment
either at the expiration of his o her antharized periad of
slay, e earlier il he or she no longer underlakes that specific
assipnment or duly or engapges in Lhal worls;

(h) The term “selt-employed worker” refers to a migrant
worker who s engaged in a remuneraled aclivity olherwise
than wnder a conlract of employment and who earns his or her
living through this activity normally worldng alone or together
with members ol his or her family, and Lo any other migrant
worker recopnized as sell-employed by applicable lepislation of
the State of employment or bilateral or multilateral agresments.

Arlicle 3
The presenl Convenlion shall nol apply Lo

(a) Persons sent or employed by international organizations and
apencies or persons senl or employed by a Slale ovulside ils
territory ta perform official functions, whnse admission and status
are regulaled by general internalional  law o by specific
inlernalional apreements or convenlions;

(b) Iersons sent or employed by a Slate or on ils behall vutside its
territory who participate in development programmes and other
co-operation programmes, whose admission and  status  are
regulaled by agreement with the Stale of employment and who, in
accordance with that agreement, are not considered migrant
worlers:

(c) Persans taking up residence in a Sate different from their
Slate ol origin as investors;

(d) Refogees and stateless perspng, unless such application s
provided for in the relevant national legislation of, or international
instruments in lorce for, the State Party concerned;

(=) Students and trainees,

(1) Sealarers and workers onan cllshore installation who have o
been admitted to take up residence and engage in a remunerated
aclivily in Lhe SLale of emplayment.
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Article 4

[or the purposes of the present Convention the term “members of
the family” refers to persons married to migrant workers or having
with them a relationship that, sceoeding e applicable law,
produces ellecls eguivalenl Lo marriapge, as well as their dependent
children and other dependent persons who are recognized as
members of the family by applicable legislation or applicable
hilaLeral ar rnullilaleral agreements belween Lthe Slales concerned.

Article 5

For e purposes of the presenl Convention, migranl workers aned
members of their tamilies :

(41 Are considered ss docomented arin g regolar situation il they
are authorized to enter, to stay and to engage in a remunerated
activity in the State of emiployment purasuant to the law of that
Slate and lo international agreements Lo owhich thal State is a
parly;

() Are considered as non-documented or in an irregular situation
il they do nol comply wilhh the cendilions provided [oroin
subparagraph (@) of the present article,

Article 6

For the purposes ol the present Convenlion :

() The Lerm "Stale of arigin® means Lhe Slate of which the persan
concerned is a national;

(h) The term “State of emplayment” means a State where the
migrant worlker is Lo be engaged, is engaged or has been engaged
inaremuneraled aclivily, as Lhe case may be;

(¢) ‘The term “State of lransil” means any Slate throueh which Lthe
person concerned passes on any journey to the State of
employment ar from the State of emplaovment to the State of origin
or the Stale of habitual residence.
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PART 11
Non-discrimination with respect to rights
Article 7

States Parties undertalke, in accordance with the international
instruments cancerning human rights, to respect and to ensure to
all migranlt workers and members of their families within their
lerrilory or subject 1o their jurisdiclion Lhe righls provided Tor in
the present Convention without distinetion of any kind such as sex,
race, colour, language, religion or conviction, political or other
opinion, natinmal, ethnic or sncial origin, nationality, age, economic
pusilion, properly, marital status, birth or olher status.

PARTIN

Human rights of all migrant workers and members of their
families

Article 8

1. Miprant workers and members of their lamilies shall be Iree Lo
leave any dlale, including their Slake of origing This right shall nm
be subject to any restrictions except those that are provided by
law, are necessary ta protect natiomal security, public order {ordre
puddic], public health or morals or the rights and freedoms of
others and are consistenl with the pther rights recognivzed in the
presenl parl. ol the Convenlion,

2. Migrant worlkeers and members of their families shall have the
right at any time to enter and remain in their 5tate of origin.

Article 9

The right 1o lile of miprant workers and members of their lamilies
shall be protected by law.

Article 10

Mo mipranl worker or member of his or her lamily shall be
subjected Lo Lorture or L cruel, inhoman or deprading Lrealment
or punishment.
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Article 11

1. No niigrant worker or member of his or her family shall be held
in slavery ar servitude.

2. Mo migrant worker or member ot his or her family shall be
required to pertorm forced or compulsoary labour.

3. Paragraph 2 of the present article shall not be held 1o preclude,
in States where imprisonment with hard labour may he imposed as
a punishment for a crime, the performance of hard labouwr in
pursuance of a sentence to such punishment by a competent court.

4. For the purpuse ol the presenl arlicle the lerm "lorced or
compulsery labour™ shall nel include :

(a) Any work or service not referred to in paragraph 3 of the
presenl article normally reguired of a peeson who s under
detention in consequence of a lawful order of a court or of a
person during conditional release from such detention;

(b) Any service exacted in cases of emergency ar calamity
threatening the lite orwell-heing of the community,;

(c] Any worlk or service that forms part of normal civil
ohligations so far as it is impnsed also on citizens of the State

concerned.
Article 12

1. Miprant workers and members of their families shall have the
right to freedom of thought, conscience and religion. This right
shall include treedom ta have or to adopt a religion or heliet of
their chioice and freedomn either individually or in community with
ehers and in public or privale 1o manilest their religion or beliel in
worsliip, observance, practice and teaching.

2. Migrant workers and members of their tamilies shall not be
subject Lo coercion that would impair their freedom o have or Lo
adopl a religion ar beliefl of Lheir chaoice.
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4. lreedom to manifest one's religion or belief may be sulject anly
Lo such limilations as are prescribed by law and are necessary Lo
protect public safety, order, health or morals or the Tundamental
rights and freedams of athers.

4. States Parties to the present Convention undertake to have
respect [or the liberty of parents, at least one of whomis 2 migrant
worker, and, when applicable, lepal puardians Lo ensuare Lhe
religious and moral eduwcation of Ltheir children in conformity wilh
Lhieir own tonviclions,

Article 13

1. Migrant workers and members of their families shall have the
right L hedld ppinions withaul interference.

2. Migrant workers and members of their Tamilies shall have the
right Lo freedom of expression; Wis right shall inclode freedom Lo
seel, receive and imparl informalion and ideas of all lcinds,
regardless of rontiers, sither orally, in writing or in print, in the
[orm of art or through any viher media of their choice.

3. The exercise ol the right provided for in paragraph 2 of the
present article carries with it special duties and responsibilities, It
may Lherefore be subject Lo certain restriclions, bul these shall
anly e such as are provided by law and are necessary :

(a) For respect of the righls or repulation of others;

(b) lor the protection of the national security of the States
concerned vr ol public order {ordre pubdic) or ol public health
or morals;

(c] For the purpose of preventing any propaganda for war;

(el) For the purpase ol prevenling any advocacy of naticenal,
racial or religious hatred that constitutes incitement to
discrimination, hostility or violence.

Article 14

Mo migrant worker or member of his or her family shall he
subjected to arbitrary or unlawiul interference with his or her
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privacy, family, home, correspondence or nther eommunications,
o ey wnlaweul allacks on his or her honeur and repotation. Hach
migrant worker and member of his or her family shall have the
right to the protection of the law against such interference or
Allacks.

Article 15

Mo migrant worker or member of his or her family shall be
arbilrarily deprived ol properly, whelher owned individually or in
association with others. Where, under the legislation in force in the
Slale of employment, the assets of 4 migranl worker or a member
of his or her tamily are exprapriated in whole orin part, the persan
concerned shall have the right to fair and adeduate compensation.

Article 16

1. Migrant workers and members of their families shall have the
right to liberty and security of persomn.

2. Migrant workers and members of Lheir lamilies shall be enLitled
Lo ellective protection by the Stile apainst violence, physical
injury, threals and intimidalion, whether by public officials or by
private individuals, proups or institutions.

3. Any verification by law enforcement officials of the identity of
mipranl workers or members ol their families shall be carried oul
inaccordance with proced ores eslablished by law.

4. Migrant workers and members of their families shall not he
subjected individually or collectively to arbitrary arrest or
detention; they shall nat be deprived of their liberty except on such
prounds and in aveordance  wilh such procedures as  are
established by law.

5. Migrant waorkers and members of their families wha are
arrested shall be infarmed at the Lime ol arrest as e as possible in
4 lanpuage Lhey understand of Lhe reasans [oe Lheir arrest and Lhey
shall be promplly informed in a lanpuare Lhey understand of any
charges against then.

K



http://www.djpp.depkumham.go.id

71 2012, No.115

6. Mipranl workers and members of their lamilies who are
arrested o detained on g criminal charge shall be browght
promptly before a judge or other officer authorized by law to
exercise judicial power and shall be entitled to trial within a
reasonable time or to release. (L shall not be the general role that
while awailing trial they shall be delained in custody, butl release
miy be subject Lo guarantess Lo appear (o trial, at any olher stage
ol Lhe judicial proceedings and, showld he occasion arise, lor Lhe
execution of the judgement.

7o When d migrant warker or g omember of his ar her family is
arrested or commilled Lo prison or cwstody pending trial or is
detained in any other manner :

(&) The consular or diplomatic authorities of his or her Suate ol
origin or of a State representing the interests of that State shall,
if he or she so reguests, he informed without delay of his ar her
arrest or delention and of Lhe reasons Lherelor;

(b) The person concernad shall have the right to communicate
wilh he said awthorilies. Any communication by the person
concerned to the said authorities shall be torwarded without
delay, and he or she =shall alse have the right to receive
communicalions senl by the said aotherities withouol delay;

(¢] The persen concerned shall be informed without delay of
this right and of righls deriving from relevant teeaties, il any,
applicable between the 5States concerned, to correspond and to
meet with representatives of the said autharities and to make
arranpenients wilh them for his or her legal representation,

8. Miprant workers and members of their families who are
deprived ol their liberty by arrest or detention shall be entilled Lo
take proceedings before a court, in order that that court may
decide without delay on the lawfulness of their detention and
order their release il the detenlion is nol lawlul, When they atlend
such proceedings, they shall have the assistance, if necessary
without cost to them, of an interpreter, if they cannnt understand
or speak the language used.
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9. Migrant workers and members of their families who have heen
victims of unlawlul arrest or delenlion shall have an enforceable
right to compensation.

Article 17

1. Miprant workers and members of their [amilies who are
deprived of their liberty shall he treated with humanity and with
respect for the inherent dignity of the human person and for their
cullural identity.

2. Avcosed migrant worlkers and members of Lheir [amilies shall,
save 10 exceplional circumslances, be separaled Irom convicled
peraans and shall be subject to separate treatment appropriate to
their status as unconvicted persons. Accused juvenile persons shall
be separated from adults and brought as speedily as possible for
adjudication.

J. Any mirrant worker or member of his or her family who is
detained in a State of transit or in a State of employment for
violalion ol provisions relating Lo migration, shall be held, in so far
as practicable, separately from convicted persons or persons
detained pending trial.

4. Nuring any periad of imprisomment in pursuance of a sentence
imposed by a courl of law, the essential aim of Lthe Lreatment ol a
migrant warker or a member of his or her family shall be his or her
reformalion and social rehabililation. Juvenile ollenders shall be
separaled rom adulls and be accarded Lrealment appropriale Lo
their age and legal status.

B During detenlion or imprisonment, migrant wockers  angd
members of their families shall enjoy the same rights as nationals
Lo visits by members of their familiss.

6. Whenever a migrant worlker is deprived of his or her liberty, the
vompetenl aulhorities of Lthe Stale concerned shall pay atlenlion Lo
the problems that may be posed tor members of his or her family.
in particular for spouses and miner children.

7. Migrant woarkers and members of their families wha are
subjected toany orm of detention or imprispaiment in accordance
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with the law in forece in the State of employment or in the State of

transit shall enjoy the same rights as nationals of those States who
arein the same situation.

8. It a migrant worker or a member of his or her family is detained
(e the purpoge of verilving any infraction of provisions related Lo
mipration, he or she shall not bear any cosls arising therefrom.

Article 18

1. Miprant workers and members of their families shall have the
right to equality with nationals of the State concerned before the
courls and tribunals, In Lhe delermination of any criminal charpe
against them or of their rights and obligations in a suit of law, they
shall be entlilled Lo a lair and public hearing by a compelenl,
independent and impartial tribunal established by law.

2. Migrant worlkers and members of their families who are
charged with a criminal offence shall have the right to he
presumed innocent until proven goilly according Lo Law.

4. In the determinationm aof any ecriminal charge against them,
migrant workers and members of Lheir families shall be entitled Lo
Lhe [ellawing minimum guaranl ges ;

(a) T be informed promptly and in delail in a languape they
understand of the nature and cause of the charge against them;

(b) To have adequate time and [acilities Tor the preparation of
their defence and to communicate with counsel of their swn
choosing;

(c] To be tried without undue delay;

(d) To be tried in their presence and to detend themselves in
person ar through legal assistance of their own chonsing; to he
informed, if Lthey do not have legal assistance, of Lhis righl; and
1 have leral assislance assigned Lo them, in any case where Lhe
interests of justice 50 require and without payment by them in
any such case it they do not have sufficient means to pay:
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(e¢)] To examine or have examined Lhe wilnesses againsl Lhem
and Lt oblain Lhe altendance and examination of wilnesses on
their behalf under the same conditions as witnesses against
them;

(N U have the Iree assistance of an interpreler il they cannmst
understand or speak the language used in court;

(g] Not to be compelled to testity against themselves or to
conless ewill.

4. In the case of juvenile persans, the procedure shall be such as
will take accounl of Lheir age and the desirabilily ol promating
Lheir rehabilitation.

5. Migrant worlers and members of their families convicted of a
vrime shall have the right Lo their conviction and sentence being
reviewed by a higher tribunal according to law.

6. When a migrant worker or a member of his or her family has, by
a final decision, been convicted of a criminal offence and when
subseruently his or her econvielion has been reversed ar he or she
has been pardoned on the pround thal 2 new or newly discovered
tact shows conclusively that there has been a miscarriape of
justice, the persan wha has suffered punishment as a result of such
conviclion shall be compensaled according Lo law, unless il is
proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is
whally or partly attributahle ta that person.

7. No migrant worker or member ot his or her family shall be
liable te he tried or punished again for an offence for which he or
she has already been [inally convicled or acguilled in accordance
with the law and penal procedure of the State concerned.

Article 19

1. Nemigrant worker or member of bis or ber amily shall be beld
puilty of any eriminal olfence on svesont ol any acl or omission
thal did nol coonstitale 2 crimina oflence wnder national or
international law at the time when the criminal oftfence was
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committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one
Lhal was applicable at the Lime when il was commilted. [,
subseguent to the commission of the effence, provision is made by
law tor the impasition of a lighter penalty, he or she shall henefit
Lherehy.

2. Humanitarian considerations relaled Lo the stalus of & migrant
worker, in particular with respect o his or her righl ol residence
or worl, shoald be Laken inle accoant in imposing a senlence [or 2
criminal offence committed by a migrant worker or a member of
hix or her family.

Article 20

1. No migrant worker or member of his or her family shall be
imprisoned merely on the ground of failure to Tullil 2 contractual
ahligation.

2. No migrant worker or member of his ar her family shall be
deprived of his or her aolharization of residence or wiirl permit or
expelled merely on the ground of failure to tulfil an ebligation
arising oul of a work contract unless [wlilment of that obligation
constitutes a condition for such authorization or permit.

Article 21

Il shall be unlawlul For anyone, olher than a public official daly
authorized by law, o confliscate, destroy or allempt o destroy
identily documents, dovwnents auwlhorizing entry 1o oro slay,
residence or establishment in the national territory or work
permits. No autharized confiscation of such dacuments shall take
plave wilthouwl delivery of a detailed receipl. In no case shall it be
permitted to destroy the passport or equivalent document of a
migrant waorker or a member of his or her family.

Article 22

1. Migrant workers and members of their tamilies shall not be
subject Lo measures of colleclive expulsion. Each case of expulsion
shall be examined and decided individually.
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2. Migrant workers and members of their families may he expelled
trom the territory of a State Party only in pursuance of a decision
talzen by the competent authority in accordance with lasy.

Ad. The decision shall be communicated to them in a language they
understand. Upon their request where not otherwise mandatory,
Lhe decision shall be communicaled Lo them in wriling and, save in
exceplinndl circomstances on aceunl of national securily, Lhe
reasons for the decision likewise stated. The persons concerned
shall be informed of Lthese rights belore or at the latest al the time
Lhe decision is rendered.

4, Exvepl where a linal decision is pronounced by a judicial
authorily, the person concerned shall have the righl Lo suabmil Lhe
reason hie ar she shoold nol be sxpelled and o have his or her case
reviewed by the competent authority, unless compelling reasons of
national secorily reguire ptherwise. Pending such review, Lhe
person comeerned shall have the right to seek a stay of the decision
of expulsion.

5 [f a decision of expulsion that has already heen executed is
subsequently annulled, the person concerned shall have the right
to seek compensation according to law and the earlier decdision
shall nol be wsed Lo prevent him or her [rom re-enlering the Slale
concerned.

6. In case of expulsion, the person concerned shall have a
reasonable vpporlunity belore or aller deparlure Lo settle any
claims (o wapes and mther entitlements doe Lo him or ber and any
pending liahilities.

7. Withoul prejudice Lo Lthe execution ol a decision of expulsion, 2
migrant worker ar a member of his or her family who is subject Lo
such a decision may seek entry into a State nther than his or her
Slate of prigin.

b, [ncase of expulsion of 2 migrant worker or 2 member of his or
her family the costs of expulsion shall not be borne by him or her.
The person concerned may be reguired to pay his or her awn
Lravel cosls.
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o, Expulsion Irom Lhe Slale of employmenl shall nol in ilsell
prejudice any rights of a migranl worker or 2 member of his or her
family acquired in acenrdance with the law of that State, including
the right to receive wages and other entitlements due to him or
her.

Article 23

Migrant workers and members of their families shall have the right
to have recourse to the protection and assistance of the consular or
diplomatic authorities of their State of origin or ool @ State
representing  Lhe inlerests ol that Stale whenever Lhe righls
recognized in the present Convention are impaired. In particular,
in case of expulsion, the person concerned shall he informed of this
right withoul delay and the authorities of the expelling State shall
facilitate the exercise of such right.

Article 24

Every migranl worker and every member of his or her lamily shall
have Lthe right Lo recognition everywhers a5 a person belore the
law.

Article 25

T. Migrant workers shall enjoy treatment nol less Gavoorable than
thal which applies (o nalionals of the Stale of employmenl in
respecl of remuneration and :

(a) OLher conditions of worls, Lthat is 1o say, averlime, hours of
work, weekly rest, holidays with pay. safety, health, termination
of the employmenl relalionship and any olher onditions of
wirrk which, according Lo national law and praclice, are covered
by this terny;

(b) Other Lerms of employment, thal is Lo say, nunimun age of

employment, restriction on home worl and any other matters
which, according to national law and practice, are considered a

lerm ol employment.
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2. IL shall not be lawlul Lo derpeale in privale conlracls ol
employment from the principle of equality of treatment referred to
in paragraph T of the present article.

d. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that
migranl workers are nol deprived of any rights derived rom this
principle by reason of any irrepularity in their stay or employment.
In particular, employers shall nol be relieved of any legal ar
vonlraclual eblisations, nor shall their obligalions be limited in any
manner by reason of such irregularity.

Article 26

T. States Parties recognize the righl of migrant workers and
members ol Lheir lamilies

(a) U take parl in meetings and aclivities of trade anions and
of any other associations established in accordance with law,
with a view to protecting their econnmic, sacial, cultural and
aglher inlerests, subject only Lo the roles of the organization
conuerned;

(1) Vo join [reely any trade union and any such associalion as
alvresaid, subject only e Lhe rules ol the orpanizalion
concerned;

(¢] To seek the aid and assistance of any trade union and of any
such assnciation as atoresaid.

2. No restrictions may be placed on the exercise of these rights
nther than those that are prescribed by law and which are
necessary in a democratic society in the interests of national
security, publie prder fordre pubfic} or the protection of Lthe rights
and freedoms of athers.

Article 27

1. With resped Lo social securily, migranl workers and members
ol Lheir [amilies shall enjoy in the State of employment the same
treatment granted to natiomals in so far as they fhultil the

B2



http://www.djpp.depkumham.go.id

79 2012, No.115

requirermnenls provided lor by the applicable lepislation ol thal
State and the applicable bilateral and multilateral treaties. The
competent authorities of the Slate of origin and the Slate of
employimenl can al any lme eslablish Lhe necessary arcangements
to determine the modalities of application of this norm.

2. Where the applicable legislation does net allow  migrant
workers and members o Lheir lamilies a benelit, the Slales
concerned shall examine the possibility of reimbursing interested
persans Lhe amount of contributions made by them with respect Lo
Lhl benelit on the basis ol the Lreatment granted W nationals who
ara in similar circumstances.

Article 28

Miprant workers and members of their families shall have the ripht
to receive any medical care that is uregently required for the
preservation of their life or the avoidanee of irreparable harm to
their health on the basis ol eguality ol treatment wilth natiovnals of
the State concermed. Such emergency medical care shall not be
refused them by reason of any irregularity with regard to stay or
employmenl.

Article 29

Lach child of a migrant worker shall bave the right to a name, to
registration of birth and Lo a nationalily.

Article 30

Lach child ol & migrant worker shall have the hasic righl of access
to education on the hasis of equality of treatment with natinnals of
lhe State voncerned. Aceess Ly pablic pre-schoeol edocalional
institutions or scheols shall not be retused or limited by reason of
the irregular situation with respect to stay or employment of either
parenl or by reason ol Lhe irregularity of the child's slay in the
State of employnent.

Article 31

1. States Parlies shall ensure respect for the cultural identity of
migrant workers and members of their families and shall nm
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prevent them from maintaining their cultural links with their State
ol vrigin.

2. States Parlies may Lake appropridle measores Lo assisl and
encourage efforts in this respect.

Article 32

Upom the termination of their stay in the State of employment,
migrant warkers and members of their families shall have the right
to transfer their earnings and savings and, in accordance with the
applicable legislation of the States concerned, their personal effects
and belongings.

Article 33

1. Migrant workers and members of their families shall have the
right Lo be informed by the Slale ol origin, the State of employment
or thie Stale of transil as the vase may be concerning

(a1) Their rightls arising out of Lhe present Convenlion;

(b) The conditions of their admission, their rights and
abligalions wnder the law and praclice of the Slate concerned
and such nther matters as will enable Lhem o comply with
adminislrative or other [memalities in that State.

2. States Darties shall 1ake all measuwres they deem appropriate Lo
disseminate Lhe said informalion or o ensure Lhat il is provided by
employers, trade unions o other appropriale bodies  or
institutions. As appropriate, they shall en-operate with other States
concerned.

4. Sorh adeguale information shall be provided upon request Lo
migrant workers and members of their families, free of charge,
and. as far as possible, in a language they are able to understand.

Article 34

Mothing in the present part of Lhe Gonvenlion shall have the ellect
of relieving migrant workers and the members of their families
trom either the obligation to comply with the laws and rersulations
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ol any Slale of lransil and Lhe Stale ol employment or Lhe
athligation to respect the cultural identity of the inhahitants of such
States.

Article 35

Nrithing in Lhe present parl of the Convention shall be interpreled
as implying the repularization of the situation of migrant weorlcers
or members of their [amilies who are non-docwmented or in an
irregular situation or any right to such regularization of their
situation, nor shall it prejudice the measures intended to ensure
sound and equitable-conditions for internatianal migration as
provided in part ¥1 of the presenl Convenlion.

PART1IV

(ther rights of migrant workers and memhbers of their
families who are decumented or in a regular situation

Article 36

Migrant workers and members of Lheir lamilies wha are
dowcumented or in a regular situation in the Stale of employment
shall enjoy Lhe rights set forth in the present parl of Lhe
Convention in addition to those set torth in part I11.

Article 37

liefare their departure, or at the latest at the time nf their
admission to the State of employment, migrant workers and
members of Lheir families shall bave Lhe right to be lully inlormed
by the State o arigin or Lhe Slate ol employmnenl, as appropriale, of
all conditions applicable to their admission and particularly those
coneerning their stay and the remuneraled aclivilies in which they
may engage as well as of the requirements they must satisfy in the
Slate of employment and the authority Lo which they must address
Lhemselves Tor any modification of those condilions.

Article 38

1. States ot employment shall make every effart to autharize
migrant workers and members ol Lhe families 1o be temporarily
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absenl wilhoul ellecl upon Lheir aulhorization Lo slay or Lo worls,
as the case may he. In doing so, States of employment shall talkee
into account the spedal needs and oblications of migrant worlkers
and members of their families, in particular in their States of
Brigin.

2. Migrant workers and members of their families shall have the
right to he fully informed of the terms on which zuch temporary
abmences are avthorized.

Article 39

1. Migrant workers and members of their families shall have the

right to liberty of movement in the territory of the 5tate of
employment and freedom to choose their residence there.

2. The riehls mentioned in paragraph 1 ol the present article shall
not be subject to any restrictions except those that are provided by
Lawe, are necessary Lo protecl nalional securily, public vrder fordre
pulficl, public health or morals, or the rights and freedoms of
athers and are consistenl with the other rights recognized in the
presenl Convention.

Article 40

T. Migrant workers and members of their families shall have the
right. 1o loom associalions and Llrade unions in the Sale of
employment for the promotion and protection of their econamic,
social, cultural and other interests.

2. No restrictinns may he placed on the exercise of this right other
than Lhose Lhal are preseribed by law and are necessary inoa
democratic society in the interests of national security, public
nrder [ordre public) or the protection of the rights and freedoms of
others.

Article 41

T. Migrant workers and members of their families shall have the
right to participate in puhlic affairs of their State of origin and to
virle and Lo be elecled at eleclions of Lhal State, in accordance wilh
iLs legislation.
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2. 'I'he States conecerned shall, as appropriate and in accordance
witlt their lepislation, lacilitate the exervise of these riphtls,

Article 42

1. States Parlies shall consider the establishiment of procedures or
institutions throwgh which account may be taken, both in States of
origin and in States of emplovyment, of spedal needs, aspirations
and abligations of migrant workers and members of their families
and shall envisage, as appropriate, the possibility for migrant
workers and members of their lamilies Lo have Lheir Ireely chosen
representatives in those institutions.

2. States of employment shall facilitate, in accordance with their
national legislation, the comsultation ar participation of migrant

workers and members of their families in decisions concerning the
life and administration of local communities.

3. Miprant workers may enjoy political riphts in the Slate of
employrent if that State, in the exercise of its sovereionty, grants
them such rights.

Article 43

1. Migrant worlers shall enjoy equality of treatmment with
nationals of the State of smplayment in relation to

(2} Access to educational institutions and services subject ta the
admission  reguirements  and  other  regulations ol Lhe
institutions and services concerned:

(h) Access to vocational guidance and placement services;

(¢]) Avcess o vorational training and relraining [acilities and
instilulions;
() Avcess 1o housing, including sovial housing schemes, and

protection against exploitalion in respect of rents;

(&) Avcess 1o souial and health services, provided that the
requirements tor participation in the respective schemes are
met;
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(f] Access to co-operatives and self-managed entemprises,
which shall nol imply 2 change ol their migration stalus and
shall be subject to the rules and regulations of the bodies
concerned:

(&) Aveess Lo and participation in vultural lile,

2. States Parties shall promote conditions to ensure effective
eyualily ol treatmenl Lo enable mipranl workers Lo enjoy Lhe riphts
mentioned in paragraph 1 of the present article whenever the
terms of their stay, as authorized by the State of employment, meet
Lhe appropriate requirements.

3. States ol employment shall nol prevenl an employer of miprant
workers from establishing housing or social or cultoral facililies
lor them, Subject W article 70 ol Lhe present Convention, a State of
employment may make the establishnment of such facilities subject
to the requirements generally applied in that State concerning
Lheir insLallalion.

Article 44

T. States Parlies, recognizing that the family is the nalural and
Tundamental gproup wnit ol speiety and is enlitled o protection by
snciely and Lhe SLate, shall lake apprapriale medsures LG ensure
Lhe predection of Lhe unily of Lhe lamilies ol migrant workers,

2. States Parties shall take measures that they deem appropriale
and that fall within their competence to facilitate the reunification
of migrant workers with their spouses or persans who have with
Lthe migrant waorker 4 relationship that, aceording to applicable
Law, produces effecls equivalent Lo marriage, 25 well as wilh their
minor dependent unmarried children.

3. States of employment, on humanitarian  grounds, shall
tavourably consider granting egqual treatment, as set forth in
paragraph 2 of the present article, to other family members of
migrank workers.
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Article 45

1. Members ot the families of migrant workers shall, in the State of
employment, enjoy equality of treatment wilth nationals of that
Slale in relalion Lo :

(a) Access Lo educational instilulions and services, subject Lo
the admission reguirements and other regulations of the
institutions and services concerned;

(b} Access to vocational guidance and training institutions and
services, provided that reguirements [or participation are mel;

[¢] Aceess Lo social and  hesllth services, provided  that
requiremnents [or parlcipalion in Lthe respeclive schemes are
Mmel:

(d) Aveess Lo and participation in coltural life.

2. States of emiployment shall parsue a policy, where appropriale
in collaboralion with the Stales of origin, aimed at facililating the
integralion of children of migranl workers in Lhe loesl schosl
syslem, particularly in respect of leaching them the local languape.

3. States of emplaymenl shall endeavour Lo facilitale Tor Lhe
children of misrant worlers the teaching of their mother tongue
and vulture and, in Lhis recard, States ol origin shall cellaborate
whenever appropriale.

4, States ol employment may provide special schemes ol education
in the melher lonpue ol children ol miprant workers, || necessary
in collaboration with Lhe States of origin.

Article 46

kligrant worleers and members of their families shall, subject to the
applicable lepislalion ol Lhe Stales concerned, a5 well as relevant
internalional apreements and the obligations of the Stales
concerned arising out of their participation in customs unions,
enjoy exemption from import and export duties and taxes in
respecl of their personal and hoeosehoeld efecls as well as Lhe
equipnient necessary to engage in the remunerated activity for
which they were admitted to the State of employment .
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[a) Upnn depariure Irom the Slale of origin or Slate ol habitual
residence;

(b) Upon initial admission to the State of employment:
(€] Upon final departure from the State of employment;

(d) Upnn final return e the State of origin or SLate of habitwal
residence.

Article 47

1. Migranl workers shall have the righl Lo lransler Lheir earnings
and savings, in particular those tunds necessary for the suppeort of
Lheir Lamilies, from Lhe Slale ol employment W their State of prigin
or any olhier Stale. Such translers shall be made in conformily wilh
procedures established by applicable legislation of the State
concerned  and in conlbrmily  with  applicable  inlernalional
agreements.

2. States concerned shall take appropriate measures to facilitate
such Lranslers.

Article 48

1. Without prejudice to applicable douhle taxation agreements,
migrant workers and members of their families shall, in the matter
of earnings in the State of employment

(21) Not be liable Lo Laxes, dulies or charpes ol any descriplion
higher or more anerous than those imposed on nationals in
gimilar circumstances:

(D) Be entitled to deductions or exemptions from taxes of any
deseriplion and Lo any tax allswances applicahle o natinnals in
similar circwmstances, including lax allowances for dependent
members of their families.

2. States Parties shall endeavour to adopt appropriate measures to
avnid daunble taxation of the earnings and savings of migrant
workers and members of Lheir [amilies.
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Article 49

1. Where separate authorizations to reside and to engage in
employment are required by national lemislation, the States of
employment shall issue o nuprant workers aulborization of
residence tor at least the same period of time as their authorization
to engage in remunerated activity.

2. Migrant workers who in the State ol employmenl are allowed
freely to choase their remunerated activity shall neither he
regarded as inoan irrepolar sitwalion nor shall they lose their
authorization of residence by the mere fact of the termination of
Ltheir remunerated aclivily prior Lo Lhe expiralion of their work
permits or similar authorizations.

1. [n order to allow migrant waorkers referred to in paragraph 2 of
Lhe presenl article sofficient time 1o flind allernalive remuneraled
activities, the autharization of residence shall not he withdrawn at
least [or a period corresponding Lo that during which they may be
entlitled 1o unemployment benefits,

Article 50

1. In the case of death of a migrant worker or dissolution of
marriage, the State of employment shall favourably comsider
granting tamily members of that migrant warker residing in that
Slate on Lhe basis aof [amily reunion an authorizalion Lo slay: Lhe
State of employment shall talee into account the length of time they
have already resided in that Slate.

2. Members ol the family tn whom such aothorication is not
granted shall be allowed hetfore departure a reasonable period of
time in order to enable them to settle their affairs in the State of
employment.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of the present article may
not be interpreted as adversely allfecling any right Lo slay and work
elherwise sranted Lo such lamily menbers by Lhe lepislaltion ol the
State of employment or by bilateral and multilateral treaties
applicable Lo Lhal Slale.
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Article 51

Iigrant workers who in the State of employment are not
permitted freely to chaose their remunerated activity shall neither
be remarded as in an irregular sitnation nor shall they lose their
authorization of residence by the mere fact of the termination of
Lheir remuneraled aclivily prior o Lhe expiralion of their work
permil, excepl where the aulhorization of residence s expressly
dependent upan the specitic remunerated activity for which they
were admitled. Such migrant workers shall have the right o seek
alternative employment, participation in puhlic work schemes and
retraining during the remaining periad of Lheir authorization Lo
worly, subject Lo such condilions and limitalions as are specilied in
the authorization to worl

Article 52

1. Migrant workers in the State of employment shall have the right
freely to choose their remunerated activity, subject to the
following restrictions or conditions.

2. Forany migrant worker a Slale of employment miay:

(a) Restrict access to  limited categories of employment,
functions, services or activities where this is necessary in the
inlerests of this State and provided [or by national legislalion;

(b} Hestrict free choice of remunerated activity in accordance
with ils lepislalion concerning recognilion of ocoupational
gqualifications acquired outside its territory. However, States
Parties concerned shall endeavaur to provide tar recognitian of
such qualificalions,

3. For miprant workers whose pernission to work is limited in
Lime, a Slale of employment may also:

(2} Make the right freely to choase their remunerated activities
subject Lo the condition that the migrant worker has resided
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lawfully in its territory for the purpose of remunerated activity

tor a period of time prescribed in its national legislation that
should not exceed twn years;

(b) Limit access by a migrant worker to remunerated activities
it purswanee of a policy of granting priorily Lo ils nationals or Lo
persons who are assimilaled 10 themn for these purposes by
virtue of legislalion or bilateral or muoltilaleral agreesments. Any
such limitation shall vease to apply o a migranl worker whe
has resided lawtully in its territory for the purpose of
remuneraled aclivily Tor a period ol lime prescribed in ils
national legislation that should not exceed five years.

4, Slales ol employment shall prescribe Lhe condilions wnder
which a migrant worker who lhas been admitted to take up
employment may be authorized to engage in worls on his or her
awn account. Account shall be taken of the period during which the
worker has already been law(ully in the SLate of employmenl.

Article 53

1. Members of 3 migranl worker's family whe have themselves an
authorization of residence or admission that is without limit of
Lime o is aotematically renewable shall be permilled freely Lo
choose their remunerated activity under the same conditions as
are applicable to the said migrant worker in accordance with
article 52 of the present Convention.

2. With respect to members of 2 migrant worker's family who are
not permitted freely to chioose their remunerated activity, States
Parties shall consider favourably granting them priority in
abtaining permission to engage in a remunerated activity over
omther workers who seek admission Lo Lhe State of employment,
subject Lo applicable bilateral and mualtilateral agreemernts.

Article 54

1. Without prejudice to the terms of their authorization of
residence or their permission Lo worl and Lhe righls provided lor
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in articles 25 and 27 of the present Convention, migrant workers
shall enjoy equality of treatment with nationals of the State of
employment in respecl ol

(a1} Urotection apainst dismissal;
(1) Unemployment benetits;

[¢] Acveess 1o public work schemes intended Lo combat
unemployment:

() Avcess 1o allernative employmenl in the event of loss of
work nr lerminalion of other remuneraled activily, subject Lo
article 52 vl the present Convenlion,

2000 a migrant worker claims that the Lerms of his or her work
vontract have been violated by his or her employer, he or she shall
have Lhe righl Lo address his or her case W the competent
authorities of the State of employment, on terms provided far in
article 18, paragraph 1, of the present Comvenlion.

Article 55

kMigrant waorkers wha have been granted permission to engageina
remuneralet activity, subject Lo the condilions allached Lo such
permission, shall be entitled to equality of treatment with
nationals of the State of emiployment in the exercise of that
remunerated activity.

article 56

1. Migrant worlers and members of their families reterred to in
the present part of the Convention may nnot be expelled tram a
State of employment, except for reasens defined in the national
lepislation of Lhal Slale, and subjecl Lo Lhe salepuards established
in part I1I.

2. Expulsion shall not be resorted to for the purpose of depriving a
mipranl worker or a member of his or her [amily of the rights
arising oul of Lthe authorization of residence and the work permit.
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3. In considering whelher (o expel a mierant worker or 2 member
ol his or her family, account should be taken of homanitarian
considerations and of the length of time that the person concerned
has already resided in the State of emiployment.

PART V

Provisions applicable te particular categories of migrant
workers and members of their families

Article 57

The particular calegaries of migranl waorkers and members of Lheir
families specfied in the present part of the Convention wha are
documented or in a regular situation shall enjoy the rights set forth
in part Il and, except as moditied below, the rights set torth in part
IV.

Article 58

1. lrontier workers, as defined in article 2, paragraph 2 (3], of the
presenl Convention, shall be entitled Lo the rights provided [or in
part [V that can be applied to them by reason of their presence and
work in the territory of the State of employment, taking into
avccount that they do not bave their babilwal residence in thal Slale.

2. States of employment shall consider lavourably  granting
fronlier workers Lhe righl freely 1o choose their remuneraled
activity after a specified peried of time. T'he granting of that right
shall not attect their status as frontier workers.

Article 59

1. Seaspnal workers, as defined in article 2, paragraph 2 [b], of the
present Convention, shall he entitled to the rights provided tor in
part 1V Lhal can e applisd Lo them by reason of heir presence and
worle in Lhe lerrilory ol the Slale ol employment and thal are
compatible with their status in that State as seasonal workers,
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Laking inlo account Lhe lacl that they are presenl in Lhal State lTor
only part of the year.

2. The State of employment shall, subject to paragraph 1 of the
presenl article, consider pranting seasonal workers who have been
employed in its territory tor a significant period of time the
possibility of taking up other remunerated activities and giving
them priority over other workers who seell admission to that
State, subject to applicable hilateral and multilateral agreements.

Article 60

[tinerant workers, as defined in article 2, paragraph 2 [e), of the
presenl Convention, shall be entitled Lo the rights provided lor in
part [V that can be granted Lo them by reason of Lheir presence and
work in the territory of the 5tate of employment and that are
eompatihle with their status as itinerant workers in that State.

Article 61

1. l'rojeci-lied workers, as delined in arlicle 2, parapraph 2 (1), of
the present Convention, and members of their tamilies shall be
entitled to the rights provided for in part [V execept the provisions
of article 43, paragraphs [ [b) and [¢), article 43, paragraph [ {d], as
it pertains to sncial housing sehiemes, article 45, paragraph T {h),
and articles 52 Lo 55,

2. It a project-tied worlcer claims that the terms of hiis or her work
contract have heen vinlated hy his ar her emiplayer, he or she shall
have Lhe righl Lo address his or her case Lo the comipetent
authorities of the State which has jurisdiction over that employer,
an terms pravided tor in article 18, paragraph 1, of the present
Convenlinon.

3. Subject to bilateral or multilateral agreements in force for them,
Lhe Slales Parlies concerned shall endeavouor Lo enable prioject-Lied
workers to remain adeguately protected by the social security
systems of their States of origin or habitual residence during their
engagement in the project. Stales Parlies concerned shall Llake
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appropriate measures with the aim of avoiding any denial of rights
or duplication of payments in this respect.

4. Wilhoul prejudice 1o the provisions ol arlicle 47 ol the present
Convention and to relevant bilateral or multilateral agreements,
Slales Parlies concerned shall permil paymenl ol the sarnings ol
project-tied workers in their 5tate of origin or habitual residence.

Article 62

1. Specified -employment workers as defined in article Z,
paragraph 2 {p], of the present Convention, shall be entitled Lo the
rights provided (or in part IV, excepl the provisions of article 43,
paragraphs 1 (b)) and (o), article 43, paragraph 1 (d), as il perlains
Lo social hausing schemes, arlicle 52, and article 54, paragraph 1

(d)-

2. Members of the tamilies of specitied-employment worlcers shall
he entitled to the rights relating to family members of migrant
workers provided e in parl [V ol the present Convenlion, excepl
the provisions of article 53.

Article 63

1. Self-employed workers, as defined in article 2, paragraph Z [h),
of the present Comvention |, shall he entitled to the rights provided
for in part IV with the exception of those rights which are
exclusively applicable Lo workers having a contract ol employment.

2. Withoul prejudice o articles 52 and 79 of the present
Conwvention, the termination of the economic activity of the self-
employed workers shall nol in itsell imply the withdrawal of the
authorization tor them or tor the members of their tamilies to stay
or 1o enpace in a remuneraled activity in the State of employment
except where the authorization of residence is expressly
dependent upon the specilic remunerated aclivily Tor which Lhey
were ad milled.
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PART V1

Fromotion of sound, equitable, humane and lawful conditinns
in connectien with international migratien of workers and
memhbers of their families

Article 64

1. Withoul prejudice Lo arlicle 79 of the presenlt Convenlion, Lhe
States Parties concerned shall as appropriale consull and co-
operate with a view to promoting sound, equitable and humane
eondilions in conneclion with international migration of workers
and members of their tamilies.

2. [ Lhis respect, due regard shall be paid nol only o laboor needs
and resources, bul also 1o Lhe social, economic, callural and other
needs of mipranl workers and members of Lheir families involved,
as well as to the consequences of such migration for the
communities concerned.

Article 65

T, States Parties shall mainlain approprible seevices Lo deal with
gueslions concerning international nugration of workers and
members of their families. Their functions shall include, inter afia :

(2) The tormulation and implementation of policies regarding
such migration;

(1) An exchange of information, coensultation and co-operation
wilh the compelent authorilies of other Slates Parties involved
in such mipralion;

(c] The provision of appropriate information, particularly teo
employers, worlters and their organizations on pelicies, laws
and regulations relating to migration and employment, on
agreements concluded wilh olher Stales converning migration
and on other relevant matters;

(el) The provision ol inlemmalion and appropriale assistance Lo

migrant warkers and members of their families regarding
reguisite authorizations and [ormalities and arrangements [or
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deparlure, lravel, arvival, slay, remunerabed aclivilies, exil aned
return, as well as on conditions of work and life in the State of
employment and on customs, currency, tax and other relevant
laws and regulations.

2. States Parties shall faciliLate as appropriate the provision of
adeguate consular and olher services thal are necessary W meet
the social, vullural and other needs ol migrant workers and
members of their tamilies.

Article 66

1. Subject Lo paragraph 2 ol the present article, the ripht Lo
undertake pperalions wilth a view Lo the recroitment of workers
for emplayment in annther State shall be restricted to

(2} Puhlic services ar bhodies of the Htate in which such
operations tale place;

(b} Public services or hodies of the State of employment on the
basis ol agreement belween the Slales concerned;

[¢] A hody established by virtoe af 2 hilateral ar muollilaleral
dpreemernl,

2. Subject to any authorization, approval and supervision by the
public authorities of the States Parties concerned as may be
established pursuant to the legislation and practice of those States,
apencies, prospeclive employers or persons acling on Lheir behall
miay also be permilled Lo underlake Lthe said aperalions.

Article 67

1. States Parties concerned shall co-operate as appropriate in the
adoption of measures regarding the orderly return of migrant
workers and members of their families to the State of arigin when
they decide o return or lheir authorieation of residence or
employment expires or when they are in the State of employment
inanirreeular situalion.

2. Concerning migrant workers and members of their families in a
rerular situation, States Parties concerned shall co-operate as
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appropriate, on terms agreed upon by those States, with a view to
promiting adeyodle econamic conditions for Lheir resetllement
and to tadlitating their durable social and cultural reintegration in
the State of origin.

Article 68

1. States Parlies, including States of transit, shall eollaborale with
A view Lo prevenling and eliminating  illegal or clandestine
mevemenls and employment of migranl workers in an icrepalar
situation. The measures to be taken to this end within the
jurisdiction of each Slale concerned shall include

(a) Appropriale  measures  against  the  dissemination  of
misleading information relating to emipgration and immigration;

(b) Measures Lo detect and eradicate illegal or clandestine
movements of migrant workers and menibers of their families
and to impose effective sanctioms on persons, groups or entities
which arpanize, eperale or assist in prganizing or operating
such movements:

() Measures Lo impose effeclive sanclions on persons, sroups
or entities which use violence, threats or intimidation amainst
migrant workers or memhers of their families in an irreguolar
siluzLic.

2. States of employment shall take all adeguate and effective
measures Lo eliminale employment in their lerritory of migrant
workers in an irregular situation, including, whenever appropriate,
sanetions on emplovers of such workers. The rights of migrant
workers wis-d-vis Lheir emiployer arising [rom employment shall
not be impairad by these measures.

Article 690

1. States Parlies shall, when Where are migrant workers and
members of their families within Lheir territory in an irregular
situation, lake approprale measwres 1o ensure thal such a
situation does not persist.
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2. Whenever Slales Parlies voncerned consider the possibilily of
regularizing the situation of such persons in accordance with
applicable natiomal legislation and hilateral or multilateral
agreements, appropriate account shall be taken of the
vircumstances of Lheir gntry, Lthe duration of their stay in Lhe Slaltes
of employment and oher relevant consideralions, in parlicualar
those relating to their family situation.

Article 70

Slates Parties shall take measures i less lavoorable than those
applied Lo nalionals Lo ensure thal worlinge and living condilions ol
migrant workers and members of their families in a regular
situation are in keeping with Lhe standards ol lilness, salely, health
and principles of human dignily.

Article 71

1. States Parties shall facilitate, whenever necessary, the

repatriation to the State of origin of the bodies of deceased migrant
workers or memhers of their families.

2. As repards compensation mallers relaling Uy Lthe death of a
migrant worker or a member of his or her tamily, States Parties
shall, as appropriate, provide assistance to the persons concerned
wilh a view Lo the prompl setlemenl of such mallers. Setllement
ol 1hese matlers shall be carried oul on Lhe basis ol applicable
national law in accordance with the provisions of the present
Convention and any relevant hilateral or moltilateral agreements.

PART V11
Application of the convention
Article 72

1. [a) Far the purpose of reviewing the application nof the present
Convention, there shall be established 3 Commillee on Lhe
Protection of the Rights of All Mipranl Workers and Members of
Their Families (hereinaller referred Lo as "the Commitlee");

2]


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.115 98

() The Commillee shall consisl, al the Lime ol enley inlo [oroe
of the present Convention, of ten and, after the entry into force
of the Convention for the forty-first State Party, of fourteen
experts of high moral standing, impartality and recognized
compelenve in Lhe leld covered by the Convention.

2. [a) Members of the Committee shall be elected hy secret ballot
by the 5tates Parties from a list of persons nominated by the
States Parties, due consideration being given to equitahle
peoeraphical distribulion, including both States of origin and
Slales ol employmenl, and 1o the representation ol the principal
legal systems. Cach State Party may nominate one person from
Amang its own nationals;

(b)) Members shall be elecled and shall serve in their personal
capacity.

3. The initial electinn shall be held na later than six months after
the date of the entry into force of the present Convention and
subsegquent electioms every second year. At least four months
belare the date ol each eleclion, Lhe Secretary-General ol Lthe
Uniled Malions shall address a leller Lo all Slales Parlies inviling
them tn submit their nominations within two months. The
secrelary-General shall prepare a list in alphabetical order of all
persons thus nominaled, indicating the States Parties hal have
nominated them, and shall submiit it to the States Parties not later
than one month bhefore the date of the eénrresponding election,
together with the curricula vitae ot the persons thus nominated.

4. Elections of members of the Commitlee shall e held al a
meeling ol Slates Parlies convened by the Secretary-General at
United Nations [Teadquarters. At that meeting, for wlich two thirds
of the States Parties shall eonstitute a quorom, the persans elected
Lo the Commilles shall be those nominees who obtlain Lhe larpest
number ot votes and an absolute majority of the votes of the States
Parties present and voting.

5. (a1) The members of Lthe Cammitlee shall serve lora Lerm of our
years. [lowever, the terms of five of the members elecled in Lhe
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lirst eleclion shall expire al the end ol lwo years; immediately
after the first election, the names of these five members shall be
chosen by ot by the Chairman of the meeting of States Parties;

(b) The eection of the four addilivnal members of Lhe
Committee shall be held in accordance with the provisions of
paragraphs 2, 3 and 4 of the presenl arlicle, following the enley
into torce of the Convention tor the forty-tirst State Party. The
term of two of the additional membhers elected on this nccasion
shall expire al lhe end of Lwe years; the names of these
members shall be chosen by 1oL by the Chairman of the meeling
of States Parlivs;

(¢] The members of the Commiltee shall be eligible Tor re-
election if renominated.

6. [[ a member of the Commiltes dies or resigns or declares that
lor any olher vause he or she can 0o lonper pedorm the dalies of
the Committee, the State Party that nominated the expert shall
appaint another expert from among its pwn nationals for the
remaining part of the term. The new appaintment is subject to the
approval ol the Commillee.

7. The Secretary-General of the Unilted Nations shall provide Lhe
necessary statt and facilities for the ettective pertormance of the
functions of the Committes.

B. The members of the Committee shall receive emaluments from
United Malions resources on such Lerms and conditions as Lhe
General Assembly may decide,

9. The members of the Committee shall be entitled to the facilities,
privilemes and immunities of experts on mission tor the United
MNations as laid down in the relevant sectinms of the Coanvention an
Lhe Privileges and Immunities of Lhe Uniled Nalions.

Article 73

1. States Parties undertake to submit to the Secretary-feneral of
Lhe United Nations [or consideration by Lthe Commillee a reporl on
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the legislative, judicial, administrative and other measures they
have taken Lo pive effect o the provisions of e present
Convention

[2) Within ome year after the entry into torce of the Convention
tor the State Party concerned;

(b) Therealler every live years and whenever Lthe Commillee so
requests.

2. Reporls prepared under Lhe presenl arlicle shall alse indicale
factors and ditficulties, it any, affecting the implementation of the
Convenlion and shall include information an the characteristics of
mipration flows in which the Stale Party concerned is involved,

3. The Committee shall decide any further guidelines applicable to
Lhe contenl of the reports.

4 States Parlies shall make Lheir reporls widely available Lo the
puhlic in their own countries.

Article 74

1. The Comniittee shall examine the reports subniitted by each
Slate Parly aned shall transmit such commenls as il meay consider
appropriate to the 5tate Party concerned. This State Party may
submit to the Committee ohservations on any comment made by
the Commillee in accordance wilh e present article, The
Committee may request supplementary information from States
Parties when comsidering these reparts.

2. The Secretary-General of the United Nations shall, in due time
betore the opening of each rerular session of the Committees,
transmit to the Director-General of the International Labour Office
vopies of the reports submiltted by Slales Parlies concerned and
information relevant to the consideration of these reports, in arder
tn enahle the Dffice to assist the Committee with the expertise the
Office may provide reparding those matlers deall wilth by the
present Convention that fall within the sphere of competence of
the Internmatinnal labour (Irganisation. The Committee shall
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vonsider in ils delibecations such commenls and malerals as Lhe
Oftice may provide.

3. The Secretary-General of the Uniled Nalions may also, afller
vensullalion with the Comumilles, lransmil 1o olher specialized
agencies as well as to intergovernnmental crganizations, copies of
such parts of these reports as may [all wilthin Lheir compelence.

4, The Commillee may invile Lthe specialized agencies and orpans
af the United Nations, as well as intergovernmental organizations
and sther concerned bodies 1o submit, for consideration by the
Comunitles, wrillen information on soach matlers deall will in the
present Convention as fall within the scope of their activities.

5 The Inmternational Labouor Ofice shall be inviled by Lhe
Commilles 1o appoinl  representalives Lo parlicipale, inoa
consultative capacity. in the meetings of the Committee.

6. The Committes may invite representatives of ather specialized
agencies and organs of the United Nations, as well azs of
intergavernmenlal organizations, Lo be present and Lo be heard in
ils meelings whenever mallers lalling  wilhin  Lheic lield ol
competence are considered.

7. The Committee shall present an annual report to the General
Assemhly of the lUnited Nations on the implementation of the
presenl  Convenlion, conlaining ils own considerations  and
recommendations, based, in particalar, on the examination of the
reports and any abservatioms presented by States Parties.

B The Secretary-leneral of the lUnited Nations shall transmit the
annual reporls of Lthe Commillee Lo the Slates Parties o Lhe
present Convention, the Economic and 5ocial Council, the
Commission on [luman Rights of the Tnited Nations, the Directar-
General of the [nternational Laboore OMice and oltber relevant
organizations.

Article 75
1. The Comimilles shall adopl its own rules of procedure,

2. The Commillee shall elect ils oflicers [ora Lerm of Lwo years,
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4. The Committee shall normally meset annually.

4, The meetings of the Commillee shall normally be held al United
Nations [Teadquarters.

Article 76

1. A State Party to the present Convention may at any time declare
under this article that it recognizes the competence of the
Commitles Lo receive and consider communicalions Lo Lthe ellect
that a 5tate Party claims that another 5tate Party is not fulfilling its
ohligations under the present Convention.

Communications under this article may he received and
considered only it submitted by a State Party that has made a
declaration recoenizing in repard Lo itsell the compelence of Lhe
Committes. Ko communication shall be received hy the Commities
il il eoneerns a Slate Parly which bas not made sueh a deelaration.
Communications received under this article shall be dealt with in
accordance with the following procedure :

(a) I 2 Slale Parly Lo ihe presenl Convenolion considers thatl
ancther State Party is not tulfilling its obligations under the
presenl Convenlion, il may. liy wrillen commuonication, hring
the matter to the attentiom of that State Party. The State Party
may also inform the Committee of the matter. Within three
months after the receipt of the communicalion Lhe receiving
State shall afford the State that sent the communication an
explanation, or any other statement in writing claritying the
matler which shoold inclode, e the extenl possible and
perlinenl, relerence o domestic procedures and remedies
taken, pending ar available in the matter;

(1) Il the matier is nol adjusted to Lhe satisfaction of both Slales
Parlies concerned within six months aller e receipt by Lhe
receiving blate of Lthe inilial communicalion, eilther Slate shall
liave the right to refer the matter to the Committes, by notice
siven Lo the Comimiliee and to Lhe other Slate;

(€] The Commillee shall deal willt a matler referred o it anly
atter it has ascertained that all available demestic remedies
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hawve been invoked and exhausled in Lhe maller, in conloemily
with the penerally recognized principles of inlernational law.
This shall not be the rule where, in the view of the Committes,
the applivation of Lhe remedies is unreasonably prolonped;

(d) Subject to the provisions of subparagraph [ c ) of the
present paragraph, the Comimittee shall malke available its rond
offices 1o the States Parties converned with a view Lo a [riendly
solution of the matter on the basis of the respect for the
abligations set forth in the present Convention;

(2} The Committee shall hald closed meetings when examining
communications under the present article;

(I In any matter relerred W il in accordance  wilh
subparagraph [b) of the present paragraph. the Comniittes may
call upon the 5tates DParties concerned, referred to in
subparagraph {b], ta supply any relevant intormation;

(g] The States Parties concerned, referred to in subparagraph
(b} of the present paragraph, shall have the right to he
represented when the matter is being considered by the
Committee and to make submissions orally and for in writing;

(f1) The Commitlee shall, within Lwelve months alter the date ol
receipt of notice under subparagraph [b] of the present
paragraph, submil a reporl, as follows -

(i] 1f a solution within the terms of subparagraph [d] of the
present paragraph is reached, the Commitles shall conline
iLs reparl Lo a brief statement of Lthe faets and of the salution
reached:

(ii] 1 & selution wilhin the terms of subparagraph {d) is nol
reached, the Committee shall, in its report, set torth the
relevanl lacls concerning Lhe issue belween Lhe Slales
Parties concerned. The written submissions and record af
the aral submissions made by the Stales Parlies concerned
shall be allached 1o Lhe reporl. The Commilles may also
communicate only to the States Parties concermed any views
thal iL may consider relevant Lo Lhe issue belween them. [n
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every matier, Lhe reporl shall be communicaled Lo Lhe Slales
Parties concerned.

2. The provisions of the prasent article shall come inlo ree when
len Slales Parlies 1o Lhe present Convenlion have made 2
declarativn under paragraph 1 of the present arlicle, Such
declarations shall be deposited Dby the States Parties with the
Secretary-General of the United Mations, who shall transmit copies
Lheren! Ly the other States Parlies. A declarolion may  be
withdrawn st any time by natification te the Secretary-General.
Such g withdrawal shall not prejudice the consideration ol any
matter that is the subject of a2 communication already transmitted
under the present article; no further communication by any State
VParly shall be received wnder the presenl artide aller Lhe
notification of withdrawal of the declaration has been received by
the Secretary-lieneral, unless the State Party eancerned has made a
new declaration.

Article 77

1. A State Party to the present Convention may at any time declare
under the present article that it recognizes the competence of the
Commilles o receive and consider communications [rom or an
hehalf of individuals subject to its jurisdiction who claim that their
individual rights as established by Lhe present Convenlion have
been violated by that State Party. No communication shall be
received by the Committee if it concerns a State Party that has not
made such a declaration.

2. The Committee shall consider inadmissible any communication
under Lhe presenlt arlicle swhich is anonymous or owhich it
considers to be an abuse of the right of submission of such
communications or e be incompalible with the provisions of the
presenl Convenlion.

A, The Committee shall not cansider any communication tfrom an
individoal under the present article onless it has ascertained Lhal

(&) The same maller has nol been, and is nol being, sxamined
under ancther procedure @f international investigation or
settlement;
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(b} The individual has exhavsted all available domestic
remedies; this shall not be the rule where, in the view of the
Committee, the application of the remedies is unreasonably
profonped or i unlikely ww bring eflective reliel 1o that
individuwal.

4. Subject to the provisions of paragraph 2 of the present article,
the Committee shall bring any cemmunications submitted to it
under this article to the attention of the State Party to the present
Convenlion that has made a dedlaration under paragraph 1 and is
alleped o be violating any provisions of Lhe Convenlion. Within six
maonths, the receiving State shall submit to the Committes written
explanations or statements claritying the matter and the remedy, it
any, that may have been talen by that State.

5. The Commillee shall consider communicalions received under
Lhe present article in Lhe lighl of all informalion made available Lo
it by or on bhehalf of the individoal and by the State Party
concerned.

5. The Committee shall hold closed meetings when examining
comrnuiivations under the present article,

7. The Commillee shall forward ils views o the State Parly
concerned and 1o Lthe individual.

B. The provisinons of the present article shall come inta force when
ten 5tates Parties to the present Convention have made
declarations under paragraph 1 of the present article. Such
declarations shall be deposited by the Stales Parlies with Lhe
Secrelary-General of Lhe Uniled Nations, who shall Lransmil copies
therenf to the other bStates Parties. A declarastion may he
withdrawn at any time by natification to the Secretary-Gieneral.
Such a withdrawal shall net prejudice the consideration of any
maller Lhal is the subjecl ol a communicalion already Lransniitied
under the present article; no [urther communicalion by or on
hehall of an individual shall he received under the present article
after the nntification of withdrawal of the declaration has heen
received by the Secretary-General, unless the State Party has made
anew dedclaration.
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Article 78

The provisions of article 76 of the present Convention shall be
applied without prejudice Lo any procedures [or sellling dispules
or comnplaints in the field covered hy the present Convention laid
down in the constituent instruments of, orin conventions adopted
by, the United Nations and the specialized agencies and shall nm
prevent the 5tates Parties from having recourse to any procedures
[or seltling a dispuole in acerdance with internalional agreements
in force between them.

PART VIII
Leneral previsiens

Article 79

MNothing in the presenl Convenlion shall allecl Lhe ripghl of each
State Party to establish the criteria governing admission of migrant
workers and members of Lheir Amilies. Concerning olher malters
related to their legal situation and treatment as migrant warkers
and members of their families, dtates Parties shall be subject to the
limitatinns set lorthin the present Conventinn.

Article Bl

Mothing in the present Convention shall be interpreted as
impairing the provisions of Lthe Charter of the Uniled Nalions and
of the constitutions of the specialized agencies which define the
respective responsibilities of the various organs of the United
Nations and of Lhe specialived agencies in regard Lo Lhe mallers
teall wilhy in Lhe present Convention,

Article 81

1. Nothing in the presenl Convenlion shall allect more favourable
rights or freedoms granled Lo migrant workers and members of
Lheir lamilies by virtue ol

(2} The law ar practice of a State Party; or

(b) Any bilateral or multilateral treaty in torce for the State
Farly concerned.
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Z. Nothing in the present Convention may be interpreted as
implying for any state, group or person any right to engage in any
activity or perform any act that woold impair any of the rights and
treedoms as set torth in the present Convention.

Article B2

The rights of migrant workers and members of their families
provided for in the present Convention may not he renounced. It
shall not be permissible to exert any form of pressure upon
migrant workers and members of their families with a view to
their relinquishing or foregoing any of the said rights. It shall not
bhe possible to derogate by contract from rights recognized in the
present Convention. states Parties shall take appropriate nieasuras
to ensure that these principles are respected.

Article 83
Each Slale Parly Loy Lhe present Convenlion undertales

(a2} To ensure that any person whose rights or freedonis as
herein recngnized are vinlated shall have an effective remedy,
notwithstanding that the wiclation has been committed by
persons acting in an official capacity;

(b) To ensure that any persons seeking such a remedy shall
have his or her claim reviewed and decided by compelent
judicial, administrative or legislative authorities, or by any
olher competent authorily provided for by the lepal sysiem ol
the State, and to develap the possibilities of judicial remedy;

(¢] To ensure that the competent authorities shall entorce such
remedies when granted.

Article 84

Harch Stale Parly underlakes to adopl the legislalive and other
measures lhal are necessary Lo implement Lhe provisions of Lthe
presenl Convention.
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PART IX
Final provisions
Article B5

The Secretary-General of the United Nations is desipnated as the
dennsitary of the present Convention.

Article B6

1. The present Convention shall be open for signature by all States.
It is subject to ratification.

2. 'The nresent Convention shall he open to accession hy any State.

3. [nstrumenls of ralificalion or accession shall be deposited wilh
Lhe Secrelary-General of the nited Nations.

Article 87

1. The present Convention shall enter inlo lorce on Lhe liest day of
the month following a period of three months atter the date of the
depnsit of the twentieth instrument of ratification ar accessinn.

2. For each Slate ratilying or acceding to the present Convenlion
after its entry into force, the Convention shall enter inte force on
the first day of the month following a periad of three months after
the date ol the deposit of ils pwn instrument of ralificalion or
accession,

Article B8

A Stale ralilying or accedinge 1o Lhe presenl Convenlion may nol
exclude the application of any Part of it, ar, without prejudice to
article 3, exclude any particolar calegory of migrant workers [rom
ils application.

Article B9

1. Any Blate Uarly may denounce Lhe present Convenlion, not
earlier than five years atter the Convention has entered into force
for the State concernmed, by means of a notification in writing
addressed Lo Lhe Secretary-General of the United Nalions.
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2. Such denunciation shall become elleclive on the lirst day ol Lhe
muernlh fellenwing Lhe expiration of 2 period of twelve months afler
the date of the receipt of the notification by the Secretary-lieneral
of the United Nations.

3. Such a denuncialion shall ool have Lhe ellecl ol releasing the
Slate Marty frovm its obligations under the present Convenlion in
regard to any act or amission which accurs prine to the date at
which the denuncialion becomes elleclive, nor shall denunciation
prejudice in any way the continued consideration of any matter
which iz already under cansideration hy the Committee prior to
Lhe date al which Lhe denunciation becomes elleclive.

4, Following the date al which the denunciation ol a Slale Parly
becomes  eflfeclive, Lthe Commillee  shall ol commence
consideration of any new matter regarding that State.

Article 90

1. After five years from the entry into force of the Convention a
request for the revision of the Convention may be made at any time
by any State Party by means of a notilicalion in wriling addressed
to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-
General shall thereupon communicale any proposed amendments
Lo the Slates "arties wilh a reguest Lhal they nolily him whether
they favour a conference of States Parties for the purpase of
considering and voting upon the proposals. In the event that within
Ivur monlhs lrom the date ol such communicalion atl least one
Lhird of Lhe States Parties favours such a conference, the Secrelary-
Ceneral shall eonvene the eonference under the douspices of the
[Inited Nations. Any amendment adopted hy a majority of the
States Parties present and voting shall be submitted to the General
Assembly [ur approval.

2. Amendments shall come ot force when they have bheen
appraved by the General Assembly of the United Nations and
accepted by a two-thirds majority of the 5tates Parties in
accordance with their respeclive constitulinnal processes.
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3. When amendmenls come inlo loree, they shall be binding on
Lhose States Parlies Lhal have accepled Lhem, olher States Parties
still being bound by the provisions of the present Convention and
any earlier amendment that they have accepted.

Article 91

1. The Secrelary-General of the Uniled Nations shall receive and
virculate Lo all Slates Lhe Lext of reservalions made by Slales al the
Lime of signalure, ralilicalion or aceession.

2. A reservation incompatible with the object and purpose of the
presenlt Convention shall nal be permitted.

3. Reservalions may be withdrawn atl any time by notilication Lo
Lhis efTect addressed Lo the SecrelaryGenereal of the Uniled Nations,
wha shall then inlorm all States thereol Such nolilicalion shall
take ettect on the date on which it is received.

Article 92

1. Any dispule between Lwo or mare Slales Parties concerning the
interpretation or application of the present Convention that is not
settled by negotiation shall, at the request of ane af them, he
submitted to arbitration, It within six months from the date of the
request for arbitration the Parties are unable to agree on the
oreanization ol the arbitration, any one ol those Parlies may refler
the dispute to the International Court of Justice by reguest in
vonlormily willl Lhe Statate of the Cowurt.

2. Rach Slale Party may al Lthe Llime of signalure or ratilication of
the present Convention or accession thereto declare that it daes
nol gonsider itsell bound by paragraph 1 of the present article, The
other States Parties shall not be bound by that paragraph with
respect to any State Party that has made such a declaration.

4. Any Slale Parly that has made a declaration in aceordance with
paragraph 2 of the present article may at any time withdraw that

declaration by notificalion o the Secrelary-General of the Uniled
Nations.
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Article 93

1. The present {onvention, of which the Arahic, Chinese, Fnglish,
French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations.

2. The Sceretary-Gencral of the United Mations shall transmit
certitied copies of the present Convention to all States.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, heing duly
guthorized thereto by their respective Governmoents, have signed
the present Convention.

[ herehy certify that the foregoing text is a true copy of the
International Convention on the Profection of the Righis of Alf
Migrant Workers and Members of Their Fomilies, adopted by the
freneral Asseinbly of the United Nations on 18 December 18940, the
arigingl of wihich Is deposited with the Secretary-General of the
Uniied Neutions.

far the Secrefon-freneral,
The Legal Counsel:

Lol - qngﬁ&lr\

Carl-August Fleischhauer

United Nations, New York
22 March 19491
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